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“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran,
membenarkan apa yang sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan
sebelumnya) dan batu ujian terhadap Kitab-Kitab yang lain itu; Maka
putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah
kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah
datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan
jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya
satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya
kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah
kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu
perselisihkan itu”(QS. Al Maidah:48)
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Transliterasi yang dimaksud di sini adalah pemindahalihan dari bahasa
Arab ke dalam tulisan Indonesia (latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam

bahasa Indonesia.

Konsonan

| Tidak dilambangkan ol d
< B ] th
< T ] dh
& Ts i ‘ (koma menghadap ke atas)
d J ¢ gh
d H ~ f
¢ Kh d q
2 D d k
3 Dz J |
J R a m
J z O n
o S ) w
o Sy ® h
Ul Sh ¢ y

Vokal, panjang dan diftong
Setiap penulisan Arab dalam bentuk tulisan Latin vdké#hah ditulis
dengan “a” kasrah dengan “i"dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang

masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a misalnya J&  menjadi gala
Vokal (i) panjang= 1 misalnya  J# menjadi gila
Vokal (u) panjang= @ misalnya ©s  menjadi dina

~yy

Khusus bacaan ya'nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “7",

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’' nisbat di

Xi



akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setitidah ditulis
dengan “aw” dan “ay” seperti contoh berikut:

diftong (aw) = s misalnya J$#  menjadi gawlun

diftong (ay) s misalnya 2% menjadi khayrun
Ta’ marbdthah (3)

Ta’ marbdthah ditransliterasikan dengantjika berada di tengah-
tengah kalimat, tetapi apabita’ marblthah tersebut berada di akhir kalimat,

maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misafayaall 4. )l menjadi

al-risalat li al-madrasah.
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ABSTRACT

Mufidul Himam. 07210051. 2014. Analysis of positive effect (Mashlahah) and
negative effect (mafsadah) Against Marriage Provisions in the Compilation of
Islamic Law Pregnant. Thesis. Department of Al-Al-shakhsiyyah ahwal, Sharia
Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor:
Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Keywords. Married Pregnant, Compilation of Islamic Law, mashlahah, mafsadah

This study is based on an increasingly phenomenon of adultery. More
concern about this phenomenon, because it is supported by the provision of a
pregnant married in compilation of Islamic law, this is due to the Compilation of
Islamic Law to give legitimacy to the child of a pregnant mate or child of
adultery. Remembering the worsening phenomenon of adultery, the philosophy of
the application of a pregnant married in KHI is to aim to save the child's future
from premarital sex that has lost its relevance, and also the decision of the
constitution court on the protection of civil rights for illegitimate children. So the
author will mention formulation of the problem as follows: (1) how mashlahah
and mafsadah analysis in mating pregnant provisions in the Compilation of
Islamic Law? (2) How relevant provisions pregnant mate for today?

In this study, the authors used the descriptive analytical method, which
describes and explains the application of theory in KHI provisions pregnant mate
that can produce concrete understanding. It is used the deductive mindset, which
put forward the theory of a general nature in this case is the provision mating
pregnant, then pulled on the more specific issues about the Mashlahah and
Mafsadah so the obtaining of the implementation of the provisions pregnant mate
is in KHI.

The study concluded that the application of the provisions of mating
pregnant in article 53 in the KHI can provide "facilities” to the doer of adultery.
The facility is used by the perpetrator, to the child of adultery for getting the legal
implications and the same quality as the child of a valid marriage according to
KHI. Therefore the adultery has no law problem with their actions, as well as
children who are born in the future will have the same legal status to children born
as a result of a legal marriage. From this arises, Mafsadah legitimize adultery,
because one of the purposes of marriage is procreation legitimate. Through the
provisions of mating pregnant in KHI, the doer of adultery gets the same
legitimate or status. Mashlahah of the KHI provision is to save the future of the
child of a pregnant mate so they will have valid and legal status of children and
their rights as legitimate children. In line with these conclusions, to the
practitioners and observers of KHI is suggested, that it is the time to do re-concept
the provisions of pregnant mate either by interviewing back to the scholars 'such
as the history of the formation of KHI or others to return to the opinions of
scholars of Figh that is more concerned with adultery and something that matters
with it.
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ABSTRAK

Mufidul Himam. 07210051. 2014. AnalisisMashlahah dan Mafsadah
Terhadap Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum
Islam.  Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas
Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang. Dosen Pembimbing: Dr. Hj. Tutik Hamidah M.Ag

Kata kunci: Kawin Hamil, Kompilasi Hukum Islam, Mashlaih, Mafsadah

Penelitian ini didasari oleh fenomena perzinahan yang semakin
memprihatinkan. Lebih memprihatinkan lagi fenomena tersebut “didukung” oleh
ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini disebabkan
Kompilasi Hukum Islam memberi legitimasi terhadap anak hasil kawin hamil atau
anak hasil perzinahan. Mengingat fenomena perzinahan yang semakin parah,
filosofi diberlakukannya ketentuan kawin hamil dalam KHI yang bertujuan
menyelamatkan masa depan anak hasil hubungan seks pranikah yang sudah
kehilangan relevansinya, dan juga putusan MK tentang perlindungan hak perdata
bagi anak luar nikah. Maka penulis akan menyebutkan rumusan masalah sebagai
berikut: (1) Bagaimana analismashlahah dan mafsadah ketentuan kawin hamil
dalam Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana ketentuan kawin hamil yang
relevan untuk zaman sekarang?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis,
yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori ketentuan kawin
hamil dalam KHI sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang konkret. Pola
pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan
teori yang bersifat umum dalam hal ini adalah ketentuan kawin hamil, kemudian
ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentamaghlahah dan mafsadah
diberlakukannya ketentuan kawin hamil yang ada dalam KHI.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan ketentuan kawin hamil
Pasal 53 dalam KHI dapat memberikan “fasilitas” terhadap pelaku perzinahan.
Fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh pelaku zina agar anak hasil perzinahan
mereka memiliki implikasi hukum dan kualitas yang sama dengan anak hasil
perkawinan yang sah menurut KHI. Oleh karenanya para pelaku zina merasa tidak
ada masalah hukum dengan perbuatan mereka, begitu juga dengan anak yang
dilahirkan kelak akan memiliki status hukum yang sama dengan anak yang
dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari sini timbul soefsadah
melegitimasi perzinahan, sebab salah satu tujuan dari pernikahan yaitu
memperoleh keturunan yang sah. Melalui ketentuan kawin hamil dalam KHI para
pelaku zina mendapatkan kedudukan atau status hukum yang Mashkahah
dari ketentuan KHI tersebut adalah untuk menyelamatkan masa depan anak hasil
kawin hamil sehingga memiliki status hukum anak sah beserta hak-haknya
sebagai anak sah. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, terhadap praktisi dan
pemerhati KHI disarankan, bahwa sudah saatnya perlu diupayakan rekonsepsi
ketentuan kawin hamil baik dengan cara mewawancara kembali kepada ulama’
seperti sejarah pembentukan KHI atau yang lainnya untuk kembali kepada
pendapat ulama’ fikih yang lebih memperhatikan perzinahan dan hal-hal yang
berkaitannya dengannya.
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ABSTRACT

Mufidul Himam. 07210051. 2014. Analysis of positive effect (Mashlahah) and
negative effect (mafsadah) Against Marriage Provisions in the Compilation of
Islamic Law Pregnant. Thesis. Department of Al-Al-shakhsiyyah ahwal, Sharia
Faculty, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Supervisor:
Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag

Keywords. Married Pregnant, Compilation of Islamic Law, mashlahah, mafsadah

This study is based on an increasingly phenomenon of adultery. More
concern about this phenomenon, because it is supported by the provision of a
pregnant married in compilation of Islamic law, this is due to the Compilation of
Islamic Law to give legitimacy to the child of a pregnant mate or child of
adultery. Remembering the worsening phenomenon of adultery, the philosophy of
the application of a pregnant married in KHI is to aim to save the child's future
from premarital sex that has lost its relevance, and also the decision of the
constitution court on the protection of civil rights for illegitimate children. So the
author will mention formulation of the problem as follows: (1) how mashlahah
and mafsadah analysis in mating pregnant provisions in the Compilation of
Islamic Law? (2) How relevant provisions pregnant mate for today?

In this study, the authors used the descriptive analytical method, which
describes and explains the application of theory in KHI provisions pregnant mate
that can produce concrete understanding. It is used the deductive mindset, which
put forward the theory of a general nature in this case is the provision mating
pregnant, then pulled on the more specific issues about the Mashlahah and
Mafsadah so the obtaining of the implementation of the provisions pregnant mate
is in KHI.

The study concluded that the application of the provisions of mating
pregnant in article 53 in the KHI can provide "facilities” to the doer of adultery.
The facility is used by the perpetrator, to the child of adultery for getting the legal
implications and the same quality as the child of a valid marriage according to
KHI. Therefore the adultery has no law problem with their actions, as well as
children who are born in the future will have the same legal status to children born
as a result of a legal marriage. From this arises, Mafsadah legitimize adultery,
because one of the purposes of marriage is procreation legitimate. Through the
provisions of mating pregnant in KHI, the doer of adultery gets the same
legitimate or status. Mashlahah of the KHI provision is to save the future of the
child of a pregnant mate so they will have valid and legal status of children and
their rights as legitimate children. In line with these conclusions, to the
practitioners and observers of KHI is suggested, that it is the time to do re-concept
the provisions of pregnant mate either by interviewing back to the scholars 'such
as the history of the formation of KHI or others to return to the opinions of
scholars of Figh that is more concerned with adultery and something that matters
with it.
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Penelitian ini didasari oleh fenomena perzinahan yang semakin
memprihatinkan. Lebih memprihatinkan lagi fenomena tersebut “didukung” oleh
ketentuan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam, hal ini disebabkan
Kompilasi Hukum Islam memberi legitimasi terhadap anak hasil kawin hamil atau
anak hasil perzinahan. Mengingat fenomena perzinahan yang semakin parah,
filosofi diberlakukannya ketentuan kawin hamil dalam KHI yang bertujuan
menyelamatkan masa depan anak hasil hubungan seks pranikah yang sudah
kehilangan relevansinya, dan juga putusan MK tentang perlindungan hak perdata
bagi anak luar nikah. Maka penulis akan menyebutkan rumusan masalah sebagai
berikut: (1) Bagaimana analismashlahah dan mafsadah ketentuan kawin hamil
dalam Kompilasi Hukum Islam? (2) Bagaimana ketentuan kawin hamil yang
relevan untuk zaman sekarang?

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analitis,
yaitu memaparkan dan menjelaskan tentang penerapan teori ketentuan kawin
hamil dalam KHI sehingga bisa menghasilkan pemahaman yang konkret. Pola
pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir deduktif, yaitu mengemukakan
teori yang bersifat umum dalam hal ini adalah ketentuan kawin hamil, kemudian
ditarik pada permasalahan yang lebih khusus tentamaghlahah dan mafsadah
diberlakukannya ketentuan kawin hamil yang ada dalam KHI.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan ketentuan kawin hamil
Pasal 53 dalam KHI dapat memberikan “fasilitas” terhadap pelaku perzinahan.
Fasilitas tersebut dimanfaatkan oleh pelaku zina agar anak hasil perzinahan
mereka memiliki implikasi hukum dan kualitas yang sama dengan anak hasil
perkawinan yang sah menurut KHI. Oleh karenanya para pelaku zina merasa tidak
ada masalah hukum dengan perbuatan mereka, begitu juga dengan anak yang
dilahirkan kelak akan memiliki status hukum yang sama dengan anak yang
dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sah. Dari sini timbul soefsadah
melegitimasi perzinahan, sebab salah satu tujuan dari pernikahan yaitu
memperoleh keturunan yang sah. Melalui ketentuan kawin hamil dalam KHI para
pelaku zina mendapatkan kedudukan atau status hukum yang Mashkahah
dari ketentuan KHI tersebut adalah untuk menyelamatkan masa depan anak hasil
kawin hamil sehingga memiliki status hukum anak sah beserta hak-haknya
sebagai anak sah. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, terhadap praktisi dan
pemerhati KHI disarankan, bahwa sudah saatnya perlu diupayakan rekonsepsi
ketentuan kawin hamil baik dengan cara mewawancara kembali kepada ulama’
seperti sejarah pembentukan KHI atau yang lainnya untuk kembali kepada
pendapat ulama’ fikih yang lebih memperhatikan perzinahan dan hal-hal yang
berkaitannya dengannya.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sudah menjadi kodrat manusia bahkan seluruh makhluk di jagad raya ini
untuk eksis secara berpasang-pasangan. Sebagai wujud makhluk Tuhan yang berakal
dan bermartabat maka dalam syariat Islam maupun hukum positif diatur tata cara
berpasangan dan segala hal yang meliputinya berikut tujuan perkawinannya. Tujuan
perkawinan atau pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang
sakinah, mawaddaldanrahmah Tujuan tersebut juga termaktub dalam peraturan
perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dalam Undang Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 disebutkan bahwa tujuan perkawinan

adalah “Untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal



berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Es&engan demikian eksistensi manusia
sebagai makhluk Tuhan yang berakal dan bermartabat yang memiliki tatanan aturan
dan etika. Sudah seharusnya seorang manusia berperilaku dalam berpasang pasangan
sesuai hukum syara’, Undang-Undang dan norma yang berlaku.

Begitu sakralnya pernikahan dalam Islam sehingga dapat mengubah hukum.
Hubungan intim antara seorang laki laki dan seorang perempuan yang mulanya
sangat dilarang dalam syariat Islam namun setelah adanya pernikahan antara
keduanya maka menjadi dibolehkan bahkan perbuatan tersebut bernilai ibadah.
Sedangkan hubungan intim tanpa adanya ikatan suci pernikahan atau perzinahan
hukumnya haram dan merupakan perbuatan dosa besar, bahkan terkadang perzinahan
tersebut mengakibatkan pada kehamilan yang tidak diharapkan dan berujung pada
pernikahan kawin hamil, demikian juga anak yang dihasilkan dari perzinahan
memiliki legalitas yang berbeda dengan anak yang dilahirkan sebagai akibat adanya
pernikahan.

Islam memandang begitu penting kehadiran anak yang terhormat sebagai
hasil dari sebuah perkawinan antara ayah dan ibunya. Dalam Al Qur’an, anak
dipandang dari berbagai macam sisi. Yang pertama, anak dipandang sebagai
perhiasan kehidupan di dunia. Dalam artian ini, anak adalah kebanggan orang tuanya
sama dengan kebanggaan seseorang akan hartanya, hal ini sesuai dengan firman

Allah yang termaktub dalam surat al Kahfi ayat 46 yang berbunyi :

! Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1.



harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-
amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi
Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.

Yang kedua, anak dipandang sebagai cobaan. Hal ini termaktub di dalam Al-

Quran sebagai berikut :

z
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Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai
cobaan dan Sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang Besar.

Penjelasan mengenai anak sebagai cobaan adalah anak dapat menjadi tolok
ukur ketakwaan orang tuanya kepada Allah SWT, sebagaimana halnya harta dapat
menjadi tolok ukur ketakwaan pemiliknya kepada-Nya. Baik ketika anak tersebut
menjadi kebanggaan orang tuanya atau anak tersebut dalam kondisi memalukan atau
menyengsarakan orang tuanya. Bagaimana orang tua menyikapi kondisi anak
tersebut, apakah semakin mendekatkan diri kepada Tuhannya atau justru sebaliknya
semakin jauh dengan Tuhannya, disitulah letak anak sebagai cobaan.

Dalam kajian hukum, dilihat dari segi legalitasnya muncul istilah anak sah

dan anak yang tidak sah atau anak zina. Anak sah secara umum dapat didefinisikan

2 QS. al Kahfi (18): 46.
®Qs. al Anfal (8): 28.



sebagai anak yang dilahirkan dari adanya perkawinan yang sah antara kedua orang
tuanya. Sebaliknya, anak yang tidak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat
dari adanya hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang tidak
diikat dalam perkawinan yang sah. Lebih khusus lagi, dalam khazanah pemikiran
hukum Islam, terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama fikih tentang batasan
anak sah. Sebagai contoh, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa anak sah adalah
anak yang dilahirkan minimal usia enam bulan sejak akad pernikakabila usia
masa pernikahan kurang dari enam bulan dan anak yang di dalam kandungan lahir,
maka anak yang dilahirkan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai anak sah.
Dalam penentuan anak sah, para ulama fikih berbeda dengan hukum Islam
yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini dikhususkan dalam Kompilasi Hukum Islam
(selanjutnya disebut sebagai KHI). Menurut KHI, "anak sah adalah anak yang
dilahirkan sebagai akibat atau dalam perkawinan yany seperti yang tercantum
dalam pasal 99. Jadi di dalam KHI tidak mengatur usia kehamilan pasca menikah.
Dengan kata lain, jika kemarin ia melangsungkan akad nikah dan hari ini ia
melahirkan maka status anak yang dilahirkan dapat dikategorikan sebagai anak sah,
hal ini sebagai konsekwensi adanya ketentuan kawin hamil seperti yang diatur dalam
pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

1. Seorang wanita hamil diluar kawin, dapat dikawinkan dengan
pria yang menghamilinya;

* Wahbah Zuhailial-Figh al-Islamiy wa AdillatuhJuz X (Dimasyq:Dar al-Fikr, 1985), h. 7250.
> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.



2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1)
dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran
anaknya;

3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang
dikandung lahir.

Jadi ketentuan kawin hamil dalam KHI bahwa wanita yang sedang hamil

dapat melangsungkan akad nikah tanpa harus melahirkan terlebih dahulu dan anak

yang dilahirkan tersebut dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya. Hal ini sedikit

berbeda dengan pendapat Imam Al Syafi'i dan Akanifhh yang menyebutkan

bahwa wanita pezina tidak memilikdtdah sebabiddah hanya untuk menjaga nasab

dan pezina laki-laki terputus nasabnya dengan janin yang dikandung wanita fersebut.

Abu Hanifah menambahkan bahwa apabila laki-laki lain yang menikahinya maka

nikahnya tetap sah akan tetapi tidak boleh mencampurinya sampai isterinya tersebut

melahirkan. Imam Malik dalam hal ini berpendapat bahwa apabila laki-laki selain

yang menghamili tidak boleh menikahinya sampai wanita tersebut melahirkan, hanya

laki-laki yang menghamilinya dapat menikahidyRendapat Imam Malik tersebut

berdasarkan surat an Nur ay&s8bagai berikut:
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® Sayyid SabigFigh as Sunnahluz Il (Cet. IV; Beirut: Dar al Fikr, 1983), h. 282-283.
’ Hasbullah BakryPedoman Islam di Indonesi¢Cet. I; Jakarta: Ul Press, 1988), h. 202.
®QS. An Nar (24): 3.



Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang

berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina

tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki

musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang

mukmin.
Sedangkan menurut Imam Ahmad Ibn Hanbal bahwa wanita hamil tidak boleh
dinikahi oleh siapa saja termasuk yang menghamilinya sampai wanita tersebut
melahirkan®

Selain itu dalam ketentuan anak hasil kawin hamil menurut pandangan

ulama fikih dan KHI memiliki perbedaan dalam usia kehamilan pasca menikah.
Dengan kata lain menurut KHI tentang ketentuan anak hasil kawin hamil yang
dilahirkan pasca menikah tersebut dapat dipastikan sebagai anak sah sedangkan
menurut pandangan ulama fikih belum tentu dapat dikatakan sebagai anak sah.

Sebagai contoh pendapat Imam Abu Hanifah berlandaskan pada nash al Qur'an pada

surat al Bagarah ayat 233 yang berbunyi:

<
oyl @ 8 T

Ao
_ /;’. o - ~ _,/, _ 5} _ /,E e _ 94’
55511 Jes @Lwﬁ‘(vu ST e e s> eyl Gren UG
o PEE S G -~ A ¢ 34> -
Gl 303 L5 ¥ ay Y| Gt GG ¥ Oyl (50875 5485 oA
- _ Z _ _ £, /&‘/ < - co - c - (2 _ -
G o5 oo MLas 19051 0 S5 (i 5l Jo5 ol 4 35050

\J‘ﬂéb}b;ﬂj ‘)MJAM;OT‘:. T JL;.‘,J&/CC..;%))LMJ

-~ ~z ,f

® HasbullahPedomanh. 202.



Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara baik. Seseorang
tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah
seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah
karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya
ingin  menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan
permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin
anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu
kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu
kerjakan®®

Ayat ini menjelaskan tentang masa menyusui yang sempurna dan ayat ini
secara eksplisit menjelaskan masa minimal kehamilan yang juga disebut dalam surat

al-Ahgaaf ayat 15 sebagai berikut :
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Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang
ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan
melahirkannya dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai
menyapihnya adalah tiga puluh bulan, sehingga apabila Dia telah dewasa
dan umurnya sampai empat puluh tahun ia berdoa: "Ya Tuhanku, tunjukilah
aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku
dan kepada ibu bapakku dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang
Engkau ridhai; berilah kebaikan kepadaku dengan (memberi kebaikan)

°Qs. Al Bagarah (2): 233.



kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau dan
Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserahtdiri".

Dalam ayat diatas dikatakan masa mengandung dan menyapih (menyusui)
adalah tiga puluh bulan, sedangkan dalam Surat al-Bagarah ayat 233 sudah dijelaskan
bahwa masa menyusui adalah dua tahun atau dua puluh empat bulan, dengan
demikian maka diperoleh pemahaman bahwa masa kehamilan minimal adalah enam
bulan.

Dalam realitas kehidupan sehari-hari banyak ditemukan berbagai macam
permasalahan sosial yang timbul khususnya yang berkaitan dengan masalah
pernikahan. Fenomena pergaulan muda mudi masa kini banyak ditemukan terjadinya
kasus-kasus perzinahan yang berujung kepada terjadinya pernikahan dimana
mempelai wanitanya dalam kondisi hamil dan setelah itu terlahirlah anak yang
kemudian dipertanyakan statusnya apakah anak yang dilahirkan dapat dikategorikan
anak sah atau anak tidak sah walau menurut KHI anak yang dilahirkan sebagai akibat
kawin hamil sudah dipastikan sebagai anak sah. Hal ini mungkin banyak dianggap
sepele oleh sebagian kalangan yang notabenenya kurang memperhatikan masalah
agama sehingga tidak mempersoalkan lagi masalah status anak sah menurut
pandangan agama serta menganggap hal tersebut merupakan hal yang benar dan biasa
terjadi dikalangan mereka. Apabila berpedoman pada KHI, maka akan memberikan
legitimasi kepada para remaja untuk melakukan hubungan seks pranikah dan

memberi celah bagi mereka untuk melakukannya. Mereka tidak akan “siap” menikah

"QS. Al Ahgaf (46): 15.



apabila belum terjadi kehamilan terlebih dahulu atau yang dikenal oleh para remaja
dengan istilahmarried by accidentBerbeda dengan pendapat ulama fikih, apabila di
dalam KHI menggunakan pendapat para ulama khususnya mengenai keabsahan anak
yang dilahirkan dari kawin hamil, maka mereka akan lebih terbatasi dan berfikir
mengenai risiko yang timbul akibat dari hubungan seks pranikah.

Menurut Abdurrahman bahwa ketentuan kawin hamil yang terdapat di dalam
KHI ini dipandang sebagai “ketentuan baru” dalam hukum perkawinan di Negara kita
dalam menetapkan kepastian persoalan yang selama ini banyak diperdebatkan. Akan
tetapi, masih belum jelas pengaturannya bagaimana kalau yang mengawini itu bukan
laki-laki yang menghamilinya sebagaimana banyak terjadi dalam praktik di Negara
kita, selanjutnya yang masih belum terinci dan masih berkaitan dengan ketentuan
kawin hamil adalah tentang keabsahan janin atau nasab dari janin yang dikandungnya
yang mana telah dibenihkan di luar perkawinan dan tidak mengatur batasan masa usia
kehamilan sebelum atau sesudah perkawihan.

Dengan demikian apabila KHI mangadopsi pemikiran para ulama klasik
seperti Imam Malik tentang ketentuan kawin hamil, maka selain sepasang pelaku zina
dapat melangsungkan niat baiknya dalam bertobat dengan pernikahan juga menjaga
kepastian nasab terhadap anak hasil kawin hamil. Berangkat dari sinilah penulis ingin

mengkaji ketentuan KHI tentang kawin hamil dan implikasinya terhadap kepastian

2 AbdurrahmanKompilasi Hukum Islam di Indonesi¢Cet. |; Jakarta: Akademika Pressindo, 1992)
h. 73.



nasab anak yang dilahirkan serta meneliti dampak positif dan dampak negatif dari
ketentuan kawin hamil tersebut sehingga penelitian ini kami beri judul:
“Analisis Mashlahah dan Mafsadah Terhadap Ketentuan Kawin Hamil
dalam Kompilasi Hukum Islam”
B. Batasan Penelitian
Kajian masalah dalam penulisan ini dibatasi pada ketentuan kawin hamil

dalam Kompilasi Hukum Islam yang dikaitkan dengan dampak positif dan dampak
negatif yang ditimbulkan dari ketentuan tersebut terutama dari sisi penetapan nasab
dan moralitas pergaulan para remaja pada zaman sekarang.
C. Rumusan Penelitian

1. Bagaimana analisimashlalah dan mafsadahketentuan kawin hamil dalam

Kompilasi Hukum Islam ?

2. Bagaimana ketentuan kawin hamil yang relevan pada zaman sekarang ?
D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui analisismashlatah dan mafsadahketentuan kawin hamil dalam

Kompilasi Hukum Islam.

2. Mengetahui ketentuan kawin hamil yang relevan pada zaman sekarang.
E. Manfaat Penelitian
1. Akademis

Penulisan ini diharapkan dapat menambtdiazanahpemikiran hukum,

khususnya dalam hal implikasi ketentuan kawin hamil dalam KHI.
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2. Praktis

Penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian
selanjutnya yang berkaitan dengan kawin hamil dan status keabsahan anak yang
dilahirkan akibat kawin hamil.

F. Definisi operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari akan
terjadinya kesalahpahaman atau kekeliruan dalam memahami maksud yang
terkandung dalam judul skripsi: “AnalisiMashlaltah dan Mafsadah terhadap
Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilasi Hukum Islam” maka perlu penulis uraikan
sebagai berikut;

Analisis mashlafah dan mafsadahadalah penyelidikan terhadap dampak
kebaikan dan kerusakan sebagai akibat ketentuan kawin hamil dalam KHI untuk
mengetahui implikasi dari ketentuan kawin hamil tersébut.

Ketentuan kawin hamil adalah suatu ketentuan atau aturan tentang
perkawinan dengan wanita dalam keadaan hamil yang dilangsungkan sesuai dengan
pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.

Kompilasi Hukum Islam adalah peraturan perundang-undangan yang
dirangkum dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang

ditulis oleh para ulama’ figih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada

13 http://kbbi.web.id/analisis
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Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun kedalam satu
himpunan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1691.
G. Penelitian terdahulu

Penelitian tentang konsep kawin hamil yang dikaitkan dengan hukum positif
dan hukum Islam sudah pernah diteliti oleh peneliti terdahulu diantaranya adalah :

Skripsi pada tahun 2012 yang berjudul “Kompilasi Fatwa Ulama’ tentang
‘lddah Wanita Hamil Karena Zina dan Kebolehan Menikahinya (Studi Komparatif
Madzhab Syafiiyyah Dan Madzhab Hanabilah)” oleh Hartono mahasiswa fakultas
Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Persamaan penelitian saudara Hartono dengan penelitian penulis adalah
mengkaji konsep kawin hamil menurut madzhab syafi'iyyah dan madzhab hanabilah.
Perbedaan penelitian saudara Hartono dengan penelitian penulis adalah dari sisi
dimensi ketentuan kawin hamil, adapun saudara Hartono dalam penelitiannya
membahas ketentuan kawin hamil perspektif Kompilasi Fatwa Ulama’, sedangkan
penulis disini membahas ketentuan kawin hamil perspektif Kompilasi Hukum Islam
dan menganalisenashlalah dan mafsadahimplikasi ketentuan kawin hamil dalam
KHI.

Skripsi pada tahun 2008 yang berjudullddah Perempuan yang Berzina
Menurut Imam Syafii dan Imam Ahmad lbnu Hanbal” oleh Husnul Arifin,

mahasiswa fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disini dijelaskan

 AbdurrahmanKompilasi h. 14.
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tentang perbedaan konsep Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hanbal dalam
masalatiddah perempuan hamil yang berzina.

Persamaan penelitian saudara Husnul Arifin dengan penelitian penulis
adalah sama-sama mengkaji konsep kawin hamil dengan menggunakan pendekatan
komparatif.

Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan Husnul Arifin dengan
penelitian penulis adalah berbeda dari sisi perspektif dalam memandang konsep
kawin hamil. Penulis memandang konsep kawin hamil yang ada di dalam KHI dari
perspektif ulama’ figih sedangkan penelitian Husnul Arifin memandang konsep
kawin hamil perspektif Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibnu Hanbal.

H. Metode Penelitian

Untuk menjawab persoalan yang sudah dirumuskan dalam rumusan
penelitian, maka penelitian ini membutuhkan data-data deskriptif yang berupa data-
data tertulis dan bukan angka-angka. Jenis penelitian sebagaimana yang diterangkan
dalam buku pedoman karya tulis ilmiah fakultas Syariah UIN Maliki Malang adalah
menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian.

Jika dilihat dari jenis penelitiannya, penelitian ini termasuk dalam kategori
penelitian normatif. Penelitian normatif, sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono
Soekanto dan Sri Mamuiji adalah penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan

pustaka atau data sekund®rPenelitian ini juga tergolong kedalam penelitian

> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudjenelitian Hukum NormatiflakartaPT. Raja Grafindo
Persada, 1983), h. 23
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kepustakaan, karena penelitian ini cara mengakses data penelitiannya banyak diambil
dari bahan-bahan pustaka.

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research) vyaitu
menghimpun data yang berasal dari buku-buku referensi dan naskah-naskah yang
berkaitan dengan kawin hamil dan batasan konsep kawin hamil menurut Kompilasi
Hukum Islam.

1. Data yang dikumpulkan
Data yang dikumpulkan dalam studi ini meliputi:
a) Data tentang deskripsi kawin hamil.
b) Data Kompilasi Hukum Islam.
c) Data tentang pendapat para ulama figh terhadap konsep kawin hamil.
2. Bahan Hukum

Sumber data dalam penelitian ini dari buku-buku yang berkaitan dengan
penelitian. Sumber data yang diambil dari penelitian ini terdiri atas supnineer
dansekunderyaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum atau data penelitian yang bersifat utama dan
penting dalam pembahasan penelitian untuk mendapatkan sejumlah informasi yang
diperlukan dalam penelitian, yaitu:

a) Al-Quran al-Karim dan al-Sunnabh;

b) Kompilasi Hukum Islam.
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b. Bahan Hukum Sekunder
Merupakan bahan hukum atau data penelitian yang bersifat sebagai
pembantu atau pendukung dalam memperkuat serta memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, yaitu:
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
b. Wahbah al-Zuhaylial-Fighu al-Islamiy wa ‘Adillatuhu;
c. Al Sayyid SabigFigh al-Sunnah;
d. Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
e. Hasbullah Bakry, Pedoman Islam Di Indonesia;
f. Ahmad Rofig, Hukum Perdata Islam di Indonesia;
g. Muhammad Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam;
h. Muhammad Quraish Shihab, Tafsir al Mishbah;
I. Subekti, Pokok-pokok hukum perdata;
j- lbnu Anshori, Perlindungan Anak dalam Agama Islam.
c. Bahan Hukum Tersier
Merupakan bahan hukum atau data penelitian yang bersifat sebagai
penunjang dalam penyusunan penelitian sehingga dapat mempermudah dalam
memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:
Kamus Besar Bahasa Indonesia

3. Teknik Pengumpulan Data
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Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara pembacaan teks
(text reading yaitu dengan membaca tulisan-tulisan yang ada dan yang
berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, setelah itu
penulis mengkaji, mencatat, menukil tulisan-tulisan dan karya-karya yang
selanjutnya disusun menjadi kerangka pembahasan yang kemudian dianalisis
untuk memperoleh suatu kesimpulan mengenai analisis tentang ketentuan
kawin hamil dan status anak yang dihasilkan dari kawin hamil perspektif
Kompilasi Hukum Islam, apakah memberikan dampak positif atau negatif
terhadap pembangunan moralitas bangsa.
4. Teknik Analisis Data

a) Metode yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, yaitu
menggambarkan, memaparkan dan menjelaskan tentang kawirt‘hamil.

b) Pola pikir yang digunakan adalah dengan pola pikir dedulgaffu
mengemukakan ketentuan yang bersifat umum, dalam hal ini adalah ketentuan
kawin hamil yang kemudian ditarik pada permasalahan yang lebih khusus
tentangmashlatah dan mafsadahpenerapan ketentuan kawin hamil menurut
KHI dan menurut pendapat ulama figh.

I. Sistematika Pembahasan
Penulisan skripsi ini dibagi atas IV bab, yang rinciannya adalah sebagai
berikut :

BAB | PENDAHULUAN

'° peter Mahmud MarzukPenelitian Hukum(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 33
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Merupakan gambaran umum yang memuat pola dasar bagi kerangka
pembahasan skripsi yang di dalamnya terdiri atas; latar belakang penelitian ketentuan
kawin hamil dalam KHI yang menjadi kegelisahan penulis. Setelah memaparkan latar
belakang penelitian selanjutnya menyusun rumusan masalah dan batasan masalah
agar semakin fokus dan jelas batasan penelitian sehingga memudahkan dalam
mencapai tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Temuan dalam penelitian
diharapkan memberikan kontribusi positif dalam ranah teoritik maupun praktik.
Untuk menguji orisinalitas penelitian, pada bagian ini juga dicantumkan penelitian-
penelitian terdahulu, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

BAB Il TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas tentang dasar hukum ketentuan kawin hamil
dalam KHI dan perbedaan pandangan ulama figih tentang dibolehkannya kawin
hamil dengan syarat-syarat tertentu atau tidak boleh sama sekali. Selanjutnya tentang
status anak hasil kawin hamil apakah dapat dinasabkan kepada suami atau hanya
kepada ibunya saja. batasan-batasan dari ketentuan kawin hamil dan akibat hukum
dari adanya ketentuan kawin hamil baik dari segi hak-hak si anak maupun dampak

sosial dengan dibolehkannya kawin hamil.

BAB Il HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian analésslalah

dan mafsadahatau analisis dampak kebaikan dan kerusakan dari ketentuan kawin
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hamil yang terdapat dalam KHI dan pendapat para ulama’ figih, serta kaitannya

dengan fenomena kehamilan pranikah masa sekarang.

BAB IV PENUTUP

Pada bab terakhir ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan sebagai
intisari dari penelitian ini, kesimpulan memberikan gambaran singkat yang
merupakan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, selanjutnya saran yang
berkaitan dengan pengembangan pembahasan pasca penelitian ini. Saran yang
membangun adalah saran yang mengarahkan pada kebaikan bersama demi keagungan

khazanah keilmuan.
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BAB Il
KETENTUAN KAWIN HAMIL PERSPEKTIF

KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN ULAMA' FIKIH

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kawin Hamil

Hasrat untuk menyalurkan kebutuhan biologis merupakan fitrah
manusia, tetapi penyalurannya perlu diatur agar dalam kehidupan
bermasyarakat manusia dapat menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang
luhur. Agama Islam telah mengatur batas-batas yang boleh dilakukan,
sehingga tidak terjadi  penyelewengan hukum. Agama Islam telah
menetapkan hal tersebut melalui jalan perkawinan yang ! sdbengan

melalui perkawinan yang sah, suami istri tersebut akan mendapatkan karunia

' M. Ali Hasan,Masail Fighiyyah al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Jslam
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996) h. 79
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titipan Allah SWT vyakni anak-anak yang mereka lahirkan, buah dari
perkawinan tersebut.

Aturan dalam Islam tentang tata pergaulan antara laki laki dan
perempuan yang termasuk di dalamnya aturan perkawinan yang sederhana
namun begitu agung dan suci, akan tetapi dalam realitas kehidupan sosial,
tidak sesederhana dan semudah yang ada di dalam aturan.

Pada tataran konsep atau teoritis, idealnya relasi antara laki laki dan
perempuan Yyang bukan mahram sangat dibatasi oleh aturan-aturan yang
tegas. Antara keduanya tidak boleh secara leluasa saling bertemu secara fisik
hanya berdua-duaan saja, sebab perbuatan mereka tersebut akan
mendekatkan mereka kepada perzinahan atau perbuatan zina. Sebagaimana

dengan firman Allah pada surat al Isr&” ayat 32 sebagai berikut:
4 z e Le
P R S N S
@Nﬁfw ;MJMQK;AJ! d)” \).:J.n_: Y)
Dan janganlah kamu mendekati zina,sesungguhnya zina itu adalah suatu
perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.
Zina menurut Wahbah al Zuhayli adalah hubungan seksual antara

seorang laki-laki dan perempuan yang tidak atau belum diikat oleh suatu

perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut

>QS. Al Isra’ (17): 32
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dan tidak ada hubungan pemilikan, seperti halnya tuan dan hamba sahaya
wanita®

Namun seiring perkembangan zaman dan budaya, sekarang ini
dianggap sebagai suatu kewajaran apabila mereka bertemu, berkomunikasi
dan bepergian hanya berdua-duaan saja dan lebih dari itu masyarakat
sekarang tidak merisaukan apabila mereka memadu kasih sebagai dua insan
yang sedang berpacaran. Puncak dari budaya masyarakat yang serba
permisif, kedua insan yang sedang berpacaran tersebut melangkah lebih jauh
lagi yaitu melakukan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh pasangan
suami isteri sehingga mengakibatkan pihak wanita menjadi hamil. Fenomena
inipun “pelan tapi pasti” mulai dianggap bukan aib yang sangat memalukan.
Alur budaya ini antara lain disebabkan karena ditemukan solusi budaya
sekaligus solusi hukum untuk menyelamatkan kehormatan pihak wanita yang
sedang hamil di luar nikah tersebut beserta keluarganya dengan memaksa
pihak laki-laki yang menghamili wanita tersebut untuk melakukan kawin
hamil.

Dengan melakukan kawin hamil, masalah yang timbul akibat
perbuatan yang begitu nista vyaitu perzinahan beserta dampak buruknya
seolah olah dalam waktu sekejap terselesaikan tanpa menyisakan masalah

lagi. Begitu ampuhnya solusi kawin hamil ini, sehingga para pelaku zina

> Wahbah al Zuhaylial-Figh al-Islamiy wa AdillatuhpJuz VI (Dimasyq:Dar al-Fikr, 1985), h. 109.
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yang mengakibatkan hamil di luar nikah tidak terlalu merasa bersalah atas
perbuatannya.

Rumusan tentang ketentuan kawin hamil itu sendiri ditemukan dalam
Kompilasi Hukum Islam yang tercantum dalam pasal 53 yang selengkapnya
berbunyi:

1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria

yang menghamilinya;

2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Dibolehkannya kawin dengan perempuan yang hamil menurut pasal

53 KHI yang menyebutkan terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya saja

sejalan dengan nash al Qur'an sebagai berikut:
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Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang
berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina
tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki
musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang
mukmin?

Ayat tersebut di atas dapat dipahami bahwa kebolehan menikah

dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya adalah

*QS. Al Nar (24): 3.
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merupakan pengecualian. Karena laki-laki yang menghamili itulah yang
tepat menjadi jodoh mereka. Pengidentifikasian dengan wanita musyrik
menunjukkan keharaman wanita yang hamil tadi dan merupakan isyarat
larangan bagi laki-laki yang beriman untuk mengawini mereka. Jadi bagi
selain laki-laki yang menghamili perempuan yang hamil tersebut,
diharamkan untuk menikahinya.

Mengenai sebab turunnya ayat tersebut, menurut riwayat Mujahid,
Atha’ dan Ibn Abi Rabah serta Qatadah menyebutkan bahwa * Orang-orang
Muhajirin tiba di Madinah, diantara mereka ada orang-orang fakir, tidak
memiliki harta dan mata pencaharian, dan di Madinah terdapat wanita-wanita
tunasusila yang menyewakan diri mereka, mereka pada saat itu termasuk usia
subur warga Madinah. Pada tiap-tiap orang dari mereka terdapat tanda di
pintunya dimaksudkan agar dikenali bahwa ia adalah pezina. Tidak ada
seorang pun yang masuk kecuali laki-laki pezina dan orang-orang musyrik.
Orang-orang fakir Muhajirin senang terhadap pekerjaan mereka, lalu mereka
berkata: “Kita nikahi mereka hingga Allah menjadikan kita kaya dari
mereka”. Mereka kemudian memohon izin kepada Rasulullah SAW, maka

turunlah ayat 3 surat al Nur diafas.

> Ahmad Rofig,Hukum Perdata Islam di Indonesi@akarta: Raja Grafindo Persada, 2013) h. 135.
® M. Quraish ShihabTafsir al Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al Quakarta: Lentera
Hati, 2012) h. 479.
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B. Status Anak Kawin Hamil

Konsep kawin hamil menurut pasal 53 KHI tersebut memiliki
perbedaan dan persamaan dengan konsep kawin hamil menurut ulama’ fikih,
karena kasus kawin hamil dan keabsahan status anak atau penentuan anak
sah selalu beriringan maka akan kami uraikan pendapat ulama’ fikih tentang
kawin hamil berikut penentuan status anak tersebut.

Menurut Imam Syafi'i bahwa wanita hamil tidak memerlukan
‘iddah sampai melahirkan bayi yang dikandung terlebih dahulu, karena
manfaat adanya’iddah adalah salah satunya untuk memelihara nasab sang
anak tersebut. Sedangkan wanita yang hamil karena zina, karena anak yang
dikandung hasil pembenihan tanpa adanya ikatan pernikahan, maka ayah
biologis tidak berhak menurunkan nasab terhadap anak yang dikandung
wanita hamil di luar nikah tersebut terkecuali telah memenuhi syarat
ketentuan anak sah. Imam Syafii membolehkan bagi laki-laki manapun
untuk menikahi wanita hamil tersebut dan boleh juga mencampurinya karena
pernikahan adalah untuk menghalalkan hubungan intim antara keduanya.

Wahbah al Zuhayli juga mengemukakan pendapat Imam Syafi'i ini
bahwa hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik yang
menikahi  itu laki-laki yang menghamilinya maupun bukan yang
menghamilinya. Alasannya, karena wanita hamil akibat zina tidak termasuk

golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi, selain alasan tersebut juga

" Hasbullah Pedoman Islant. 202.
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karena akad nikah yang dilakukan itu hukumnya sah, wanita yang dinikahi

tersebut halal (boleh) untuk disetubuhi walaupun ia dalam keadaarfhamil.

CA“ S5 Jol 2y Lagboy Ul e L o5 49

Mengenai ketentuan anak sah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa
dalam batasan anak sah diharuskan memiliki syarat memiliki masa
kandungan 6 bulan dari masa pernikahan. Jadi apabila waktu kelahiran anak
hasil kawin hamil tersebut belum mencukupi masa 6 bulan pernikahan, maka
anak tersebut tidak bisa dinasabkan kepada suami wanita térsebut.

Jadi berdasarkan wuraian pendapat Imam Syafi'i diatas apabila

pasangan pelaku zina yang berakibat kehamilan di luar nikah dan menempuh
kawin hamil maka sah pernikahan mereka, mengenai keabsahan status anak
mereka dapat dikategorikan anak sah apabila anak mereka dilahirkan pada
waktu masa pernikahan mereka minimal berusia 6 bulan.

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa wanita hamil apabila dinikahi
oleh laki-laki yang bukan menghamilinya hukum pernikahannya tetap sah
akan tetapi tidak diperbolehkan untuk mencampurinya hingga isterinya
tersebut melahirkan kandungannya vyang dibenihkan laki-laki lain® itu.

Mengenai status keabsahan anak wanita hamil tersebut Imam Abu Hanifah

¥ Wahbah al Zuhaylial-Fighu al Islamiy Jilid VII, him. 150.
° Nurul Irfan,Nasab dan Status Anak dalam Hukum Isl@lakarta: Amzah, 2012) h. 34.
' Hasbullah Pedoman Islanh. 202.
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menyebutkan minimal usia kandungan tersebut adalah 6 bulan dari masa
pernikahart!

Imam Malik berpendapat bahwa wanita yang berzina, baik atas
dasar suka sama suka maupun karena diperkosa, hamil atau tidak, ia
wajibistibra'nya tiga kali haid, sedangkan bagi amat (bukan wanita
merdeka)jstibra’nya cukup satu kali haid, tapi bila ia hamil, baik merdeka

maupun amat (budakistibra’nya sampai melahirkan kandungannya.

Joldly izt Y1y (ol SN Chpnel 1S of dxl 541 5 13)
Dengan demikian, Imam Malik berpendapat bahwa hukumnya tidak

sah menikahi wanita hamil akibat zina, meskipun yang menikahi itu laki-laki

yang menghamilinya, apalagi bila ia bukan yang menghamilinya. Bila akad

nikah tetap dilangsungkan dalam keadaan hamil (budtiona’), akad nikah

itu fasid dan wajib difasakif. Mengenai konsep keabsahan anak Imam

Malik mensyaratkan minimal usia kandungan 6 bulan dihitung dari masa

dukhul pasangan suami ist&ti.

Imam Ahmad ibn Hanbal berpendapat bahwa wanita hamil tidak

boleh dinikahi sampai melahirkan terlebih dahulu baik oleh laki-laki yang

"' Wahbah al ZuhaylialFighu al-Islamiy wa Adillatuhpdilid X (Dimasyq:Dar al-Fikr, 1985), h. 7250.
2 Al Zuhayli, alFighu al Islamiy Jilid VII, h. 148.
Y Al Zuhayli, alFighu al Islamiy Jilid X, h. 7250.

26



menghamilinya maupun laki-laki laffi, dengan demikian Imam Ahmad ibn
Hanbal dalam menentukan anak sah bahwa pembenihan anak tersebut harus
sebagai akibat perkawinan yang sah atau pembenihan anak tersebut harus di
dalam perkawinan dan memiliki masa usia kehamilan minimal 6 bulan dari
masadukhul®

Dengan adanya konsep mengenai pernikahan yang sah dan lahirnya anak sah
sebagai akibat dari pernikahan yang sah sebagaimana diuraikan diatas, para ulama
fikin klasik merumuskan bahwa anak sah akan terlahir di dunia ini dalam situasi
sebagai berikut :

a. Hamilnya isteri dari suami merupakan suatu hal yang mungkin,
misalnya, suami dan isteri sama-sama telah dewasa dan antara suami
dan isteri berada pada tempat yang berdekatan yang memungkinkan
adanya hubungan antara suami dan isteri.

b. Bahwa sang isteri melahirkan anaknya, sedikitnya setelah berlalu
masa enam bulan dari tanggal dilangsungkannya akad nikah, karena
masa enam bulan itu adalah masa hamil yang paling sedikit, hal ini

telah disepakati oletulama’ ahli fikih yang berlandaskan ayat sebagai

berikut:

" HasbullahPedoman Islant). 202.
> Al Zuhayli, al Figh al Islamiy,Jilid X, h. 7250
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“‘Dan kami memerintahkan kepada manusia itu supaya ia berbuat
baik kepada kedua ibu bapaknya, ibunya menghamilkan dia
dengan bersusah payah dan menlahirkannya dengan bersusah
payah dan menghamilkan serta memeliharanya sampai disapih
selama tiga puluh bulan...”.(QS. Al-ahqgaaf, 46:15)

Dan firman Allah SWT :
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Dan kami memerintahkan supaya manusia itu berbuat baik kepada
kedua ibu bapaknya, ibu yang menghamilkannya dalam keadaan
lemah yang bertambah lemah, dan menyapihkannya dalam dua
tahun..... “(QS. Lugman 31 :14)
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Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh,
Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah
memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.

seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan
seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian.

apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan
keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan
jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa

bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha

melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Bagarah: 233)

Dalam ayat pertama diterangkan bahwa hamil dan disapih itu
berlangsung bersama-sama dalam masa 30 bulan, sedang dalam ayat kedua
dan ketiga diterangkan bahwa masa menyusui hingga disapih selama dua
tahun. Jadi masa hamil dan menyu$@S. Al-ahgaaf, 46:15)dikurangi masa
menyusui (QS. Lugman 31 :14)dan (QS. Al-Bagarah: 233)lalu diperoleh
hasil masa kehamilan, bahwa masa hamil saja minimalnya berlangsung

dalam enam bulan.
c. Isteri melahirkan anaknya dalam masa kurang dari dua tahun dihitung

dari tanggal berpisahnya (bercerai) dari suaminya, karena masa hamil
yang paling lama adalah dua tahun.
d. Bahwa suami tidak mengingkari hubungan keturunan anak tersebut
dengan dirinya.
Sebagai konsekwensi yuridis dari adanya konsep kawin hamil ini,
maka KHI mengenalkan konsep anak sah yang berbeda dengan konsep anak
sah menurut ulama fikih seperti pendapat Imam Al-Syafi'i sebagaimana

telah diuraikan diatas. Dalam KHI pasal 99 disebutkan :
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“Anak yang sah adalah:
a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;
b. hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan
dilahirkan oleh isteri tersebut*®
Namun pada dasarnya secara umum dikatakan anak adalah
seseorang Yyang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan
dengan seorang laki-laki dengan tidak menafikan bahwa apabila seseorang
yang melahirkan tersebut dari wanita yang tidak pernah melakukan
pernikahan tetap dikatakan anak.
Sedangkan pengertian anak sah menurut Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 Pasal 42 adalah :

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai
akibat perkawinan yang sah.”

Definisi anak sah menurut Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam dan
Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 terdapat dua kategori
sebagai ukuran sahnya seorang anak. Pertama, “anak yang dilahirkan dalam
perkawinan yang sah”, yang menjadi dasar ukuran keabsahan seorang anak
adalah waktu lahirnya anak tersebut dalam perkawinan yang sah, tanpa
memperhitungkan kapan pembenihan atau bertemunya sel sperma dan sel
telur terjadi. Yang kedua, “anak yang lahir sebagai akibat perkawinan yang
sah”, artinya pembenihan oleh suami isteri yang sah sehingga berakibat

terlahirnya seorang anak di dalam perkawinan yang sabh.

16 pasal 99 Kompilasi Hukum Islam
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Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa anak yang lahir
di luar ketentuan tersebut dapat dikategorikan sebagai anak yang tidak sah
atau anak luar nikah atau anak luar kawin. Jadi anak luar kawin menurut
Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam adalah anak yang
dibenihkan atau dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

Jika diteliti secara mendalam, Kompilasi Hukum Islam tidak
menentukan secara khusus dan pasti tentang pengelompokan jenis anak,
sebagaimana pengelompokan yang terdapat dalam Hukum Perdata Umum.
Dalam Kompilasi Hukum Islam selain dijelaskan tentang kriteria anak sah
(anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah), sebagaimana yang
telah dicantumkan pada pasal 99 Kompilasi Hukum Islam juga dikenal anak
yang terlahir di luar perkawinan yang sah. Seperti yang tercantum dalam
pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa *“anak yang lahir di luar
perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga
ibunya”

Disamping itu dijelaskan juga tentang status anak dari perkawinan
seorang laki-laki dengan perempuan yang dihamilinya sebelum pernikahan.
Sebagaimana yang tercantum pada pasal 53 ayat (3) Kompilasi Hukum
Islam: “Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil,
tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.”
Begitu juga dalam pasal 75 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan

tentang status anak dari perkawinan yang dibatalkan, yang berbunyi:
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“Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak
yang dilahirkan dari perkawinan tersebut."Sedangkan dalam pasal 162
Kompilasi Hukum Islam dijelaskan tentang status anak li'an (sebagai akibat
pengingkaran suami terhadap janin atau anak yang dilahirkan oleh isterinya).
Dengan demikian, jelas bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak
mengelompokkan pembagian anak secara sistematis yang disusun dalam satu
bab tertentu, sebagaimana pengklasifikasian yang tercantum dalam UU
Nomor 1 Tahun 1974. Dalam pasal 42 Bab IX UU Nomor 1 Tahun 1974
tersebut dijelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau
sebagai akibat perkawinan yang sah. Yang termasuk dalam kategori pasal ini
adalah:

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita akibat suatu perkawinan yang
sah.

2. Anak yang dilahirkan oleh wanita didalam ikatan perkawinan
dengan tenggang waktu minimal 6 (enam) bulan antara peristiwa
pernikahan dengan melahirkan bayi.

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita di dalam ikatan perkawinan
yang waktunya kurang dari kebiasaan kehamilan tetapi tidak
diingkari kelahirannya oleh suami.

Karena itu untuk mendekatkan pengertian anak diluar nikah atau

anak luar kawin akan diuraikan pendekatan berdasarkan terminologi yang

tertera didalam kitab figh, yang dipadukan dengan ketentuan yang mengatur
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tentang status anak yang tertera dalam pasal-pasalNbidor 1 Tahun 1974
dan Kompilasi Hukum Islam.

Zina adalah hubungan badan antara laki-laki dan perempuan di luar
nikah. Dengan perbuatan zina sangat dimungkinkan terjadinya kehamilan
dan kelahiran anak. Apabila perzinaan mengakibatkan lahirnya anak, maka
sebenarnya anak itu lahirdalam keadaan suci, tidak menanggung beban dosa
apapun dari pasangan yang berzina tersebut. Akan tetapi meskipun ia suci, ia
mempunyai kedudukan lain dibanding dengan anak yang lahir dalam
perkawinan yang safi.

Selain itu, hubungan suami isteri yang tidak sah tersebut dapat
terjadi atas dasar suka sama suka ataupun karena perkosaan, baik yang
dilakukan oleh orang yang sudah menikah ataupun belum menikah.
Meskipun istilah “anak zina” merupakan istilah yang populer dan melekat
dalam kehidupan masyarakat, namun Kompilasi Hukum Islam tidak
mengadopsi  istilah  tersebut untuk dijadikan sebagai istilah  khusus
didalamnya.

Hal tersebut bertujuan agar “anak” sebagai hasil hubungan zina,
tidak dijadikan sasaran hukum sosial, celaan masyarakat dan lain sebagainya,
dengan menyandangkan dosa besar (berzina) ibu kandungnya dan ayah alami
(biologis) anak tersebut kepada dirinya, sekaligus untuk menunjukkan

identitas Islam tidak mengenal adanya dosa warisan. Untuk lebih

Y Nurul Irfan,Nasab dan Status Anak dalam Hukum Isl@fakarta: Amzah, 2012) h. 114.
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mendekatkan makna yang demikian, pasal 44 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun
1974 hanya bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina
dan kelahiran anak itu akibat dari perbuatan zina tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam kalimat yang mempunyai makna
“anak zina” sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum
Islam, yang menyebutkan bahwaArfak yang lahir diluar perkawinan hanya
mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya

Semakna dengan ketentuan tersebut, Pasal 186 Kompilasi Hukum
Islam menyatakan: Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya

Berdasarkan definisi dan pendekatan makna “anak zina” diatas,
maka yang dimaksud dengan “anak zina” dalam pembahasan ini adalah anak
yang lahir di luar perkawinan sebagai akibat perbuatan zina dan
menyebabkan putusnya hubungan nasab dengan ayah biologisnya sehingga
hanya memiliki hubungan nasab atau hubungan keperdataan dengan ibunya
dan keluarga ibunya.

Pendekatan istilah *“anak zina” sebagai “anak yang lahir diluar
perkawinan yang sah” berbeda dengan pengertian anak zina yang dikenal
dalam Hukum Perdata umum, sebab dalam perdata umum istilah anak zina
adalah anak yang dilahirkan dari hubungan dua orang, laki-laki dan
perempuan Yyang bukan suami isteri, dimana salah satu seorang atau

keduanya terikat tali perkawinan dengan orang lain. Karena itu anak diluar
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perkawinan yang dimaksud dalam hukum perdata umum adalah anak yang
dibenihkan dan dilahirkan diluar perkawinan dan istilah lain yang diartikan
sebagai anak zin4.

Perbedaan anak zina dan anak luar kawin menurut Hukum Perdata
adalah :

1) Apabila orang tua anak tersebut salah satu atau keduanya
masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka
melakukan hubungan seksual dan melahirkan anak, maka
anak tersebut adalah anak zina.

2) Apabila orang tua anak tersebut tidak terikat perkawinan
(jejaka, perawan, duda, janda) dan mereka melakukan
hubungan seksual dan melahirkan anak, maka anak tersebut
anak luar kawirt?

Dengan demikian sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1
Tahun 1974 yang rumusannya sama dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum
Islam, adalah : *“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai
hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”

Yang termasuk anak yang lahir diluar perkawinan adalah :

1. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang tidak mempunyai ikatan

perkawinan yang sah dengan pria yang menghamilinya.

“¥Darwan PrinstHukum Anak Indonesi@andung: Citra Aditya Bakti, 1997) 90.
® Harun Utuh Status Hukum Anak Luar Kawin dan Perlindunganifarabaya: PTBina Ilmu, 1990)
h. 14
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2. Anak vyang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat
korban perkosaan oleh satu orang pria atau lebih.

3. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang di li'an (diingkari) oleh
suaminya.

4. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat salah
orang (salah sangka) disangka suaminya ternyata bukan.

5. Anak yang dilahirkan oleh wanita yang kehamilannya akibat
pernikahan yang diharamkan seperti menikah dengan saudara
kandung atau sepersusuan dengan alasan baru diketahui di
kemudian hari.

Angka 4 dan 5 diatas dalam hukum Islam disebut anak subhat yang apabila
diakui oleh bapak subhatnya, nasabnya dapat dihubungkan kepadanya.

Akhir-akhir ini UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yang berkaitan
dengan hak keperdataan anak di luar perkawinan telah mengalami
perkembangan. Pada tanggal 17 februari 2012 MK memutus permohonan
judicial review oleh Macica Mochtar terkait dengan rumusan pasal 43 ayat 1
dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sehingga rumusannya berubah
menjadi :

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki laki

sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut

hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata
dengan keluarga ayahnya,”
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Perubahan rumusan pasal 43 ayat 1 tersebut harus dipahami secara
objektif dan bijak agar membawa maslahat bagi umat dan bukan sebaliknya.
Perubahan ini bukan berarti MK melegalisasi perzinahan stmen leven
MK hanya berupaya untuk menuangkan hasil ijtihadnya melindungi hak
keperdataan anak di luar perkawinan agar tidak terjadi perlakuan
diskriminatif. Sehingga, sebagian kaum lelaki yang melakukan pernikahan
sirri, melakukan perzinahan, perselingkuhan, maupsamen leven hingga
wanita partnernya itu hamil dan melahirkan anak, harus bertanggung jawab
atas kebutuhan lahir batin anak yang lahir dari perbuatannya.

Adapun vyang berkaitan dengan kewarisan misalnya, maka hak
keperdataannya tidak bisa diwujudkan dalam bentuk konsep waris Islam tapi
dalam bentuk lain misalnya dengan konsep wasiat wajibah. Demikian pula
yang berkaitan dengan nafkah biaya penghidupan anak, tidak diwujudkan
dalam nafkah anak sebagaimana konsep hukum Islam, melainkan dengan
bentuk kewajiban lain berupa penghukuman terhadap ayah biologisnya untuk
membayar sejumlah uang atau harta guna keperluan biaya hidup anak yang
bersangkutan sampai dewasa. Sebagaimana MUl merekomendasikan agar
pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman takzir lelaki pezina yang

menyebabkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk mencukupi
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kebutuhan hidup anak tersebut dan untuk memberikan harta setelah ia
meninggal melalui mekanisnveasiat wajibatf°
C. Batasan Kawin Hamil

Berbicara tentang kawin hamil menurut hukum Islam, tidak terlepas
dari sahnya perkawinan kedua orang tuanya dan usia kehamilan ibunya.
Maksudnya, jika perkawinan kedua orang tuanya dinyatakan sah menurut
hukum Islam, maka selanjutnya harus diperhatikan masa kehamilan ibunya
terhitung sejak tanggal pelaksanaan akad nikahnya demi kejelasan status
keabsahan anak yang dilahirkan, hal ini disebabkan karena tujuan mendasar
dari disyariatkannya ajaran hukum Islam adalah untuk memelihara dan
menjaga keturunan atau nasab.

Nasab didefinisikan sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk
meletakkan hubungan kekeluargaan atau kekerabatan berdasarkan kesatuan
darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari y#Ag lain.

Berdasarkan pernyataan diatas, dapat dipahami bahwa kawin hamil
ditentukan oleh masa perkawinan kedua orang tuanya, yakni lahir tidak
kurang dari enam bulan. Tentang hal ini terdapat banyak ayat al-Quran yang

bisa dijadikan rujukan, di antaranya QS. Lugman ayat 14.

% Nurul Irfan,Nasab Dan Status Anak Sah Dalam Hukum Isldakarta: Amzah, 2012) h. 211.

! Nurul Irfan,Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Isl&fakarta: Amzah, 201%). 13.

2 D.Y. Witanto,Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kaydakarta: Prestasi Pustaka,
2012) h. 78.
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Menurut Sayyid Sabig, yang mula-mula berpendapat bahwa
minimal masa kehamilan enam bulan adalah Ali bin Abi Thalib, yang
kemudian disetujui oleh Usman bin Affan dan beberapa sahabat nabi
lainnya. Muhammad bin Ishag meriwayatkan dari Ma’mar bin Abdillah al-
Juhaniy, ia berkata: ’ada seorang laki-laki dari kalangan kami yang
mengawini seorang wanita dari Juhaniah, dan wanita itu melahirkan setelah
perkawinannya berusia enam bufan.

Dengan demikian, jika seorang wanita melahirkan anak dengan
masa perkawinan kurang dari enam bulan, maka anak yang dilahirkannya itu
tidak dapat dikatakan sebagai anak sah.

Adapun batasan maksimal usia kandungan seseorang, untuk dapat
dikatakan sebagai anak sah. Menurut Imam Abu Hanifah, batas maksimal
adalah dua tahun. Sedangkan menurut Imam Syafii, waktu kehamilan itu
maksimal empat tahun. Ubadah bin al-iwad berkata adalah lima tahun.
Menurut al-Zuhriy adalah enam tahun. Sedangkan Rabi'ah mengatakan tujuh
tahun?*

Dasar ketetapan pendapat Imam Syafii adalah berdasarkan
kenyataan empiris, yaitu al Dihak dilahirkan setelah dalam kandungan empat

tahun. Ketika lahir ia sudah bergigi dua dan pandai tertawa. Demikian pula

* sayyid SabigFigh al-Sunnahterj. Nor Hasanuddin Dkk., Cet. I; Jakarta: Pena, 2006) h. 38.
** Nurul Irfan,Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Isl&fakarta: Amzah, 2012) h. 38.
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‘Abdul  ‘Aziz ibn al-Majsyun, dilahirkan setelah empat tahun dalam
kandungan ibunya.

Untuk menentukan batas maksimal bayi yang berada dalam
kandungan sebagai dasar dikatakan anak sah, dapat ditempuh dengan cara
mengukur kelaziman yang terjadi dalam suatu masyarakat, misalnya satu
tahun, atau bahkan sepuluh bulan, bukan atas dasar kejadian yang langka
atau kasuistik.

Anak zina dan anak yang berdasarkan adopsi juga tidak dapat diakui
sebagai anak sah. Yaitu mengambil anak orang lain untuk diasuh dan dididik
dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua
angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberikan status anak kandung
kepadanya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dapat diakui
sebagai anak sah dari kawin hamil menurut hukum Islam adalah anak yang
dilahirkan dalam perkawinan yang sah, memenuhi batas kewajaran usia
kehamilan, serta tidak diingkari oleh suami dari isteri yang melahirkan
tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, terdapat pasal-pasal yang mengatur
tentang status anak dan kawin hamil yaitu :

Pada pasal 53 dalam Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil

yang berbunyi:
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N =

Seorang wanita hamil diluar kawin, dapat dikawinkan dengan pria
yang menghamilinya.

Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.

Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Pada pasal 99 KHI tentang keabsahan anak:

“Anak yang sah adalah:

anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

hasil perbuatan suami isteri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh
isteri tersebut.”

Pada Pasal 100 KHI tentang anak luar kawin:

“anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan
dengan keluarga ibunya”

Pada Pasal 101 KHI tentang li'an:

“seorang suami yang mengingkari sahnya anak sedang isteri tidak
menyangkalnya dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an”

Pada Pasal 102 KHI ayat (1) tentang pengingkaran anak:
"Suami yang mengingkari seorang anak yang lahir dari isterinya,
megajukan gugatan kepada pengadilan agama dalam jangka waktu 180
hari sesudah hari lahirnya atau 300 hari sesudah putusnya perkawinan
atau setelah suami itu mengetahui bahwa isterinya melahirkan anak
dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya
kepada pengadilan agama”

Pasal 102 KHI ayat (2) :

“pengingkaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak
dapat diterima”

Pasal 103 KHI tentang asal usul anak ayat (1) :

“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan akta kelahiran atau
alat bukti lainnya”
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Pasal 103 KHI ayat (2) :

“Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1)
tidak ada, maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan
tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang
diteliti berdasarkan bukti-bukti yang sah”.

Pasal 103 KHI ayat (3) :

“Atas dasar ketetapan pengadilan agama tersebut ayat (2) maka
instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pegadilan
agama tersebut mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang
bersangkutan”.

Dalam pasal-pasal tersebut tidak mengatur tentang batasan usia
kehamilan untuk dapat dikategorikan sebagai anak sah dalam kawin hamil,
pada pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan wanita yang hamil
dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu
kelahiran anaknya dan setelah anaknya lahir tidak diperlukan ada pernikahan
ulang. Adapun persoalan yang muncul dalam pasal tersebut adalah tanpa
keterangan memberikan batasan usia kehamilan, batasan usia kehamilan
tersebut digunakan sebagai pijakan dalam penentuan keabsahan anak wanita
hamil tersebut. Apabila suatu konsep kawin hamil tersebut tidak mengatur
tentang batasan usia kehamilan atau dalam pasal tentang anak sah tidak
merumuskan keabsahan anak dengan batasan usia kehamilan karena kawin
hamil, maka anak yang sejatinya tidak memenuhi syarat keabsahan anak

menurut fikih akhirnya memperoleh status anak sah atau nasab yang tidak

dibenarkan oleh syariat Islam. Oleh karenanya nasab yang juga merupakan
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bagian dari kulliyyah al khams atau panca jiwa syariat menjadi tidak
terpelihara atau menjadi bigs.

Fenomena yang banyak terjadi dalam kasus kawin hamil tersebut
justeru dinikahi oleh laki-laki yang bukan menghamilinya, dalam Kompilasi
Hukum Islam tidak merumuskan antisipasi jawabarifiyaBegitu pula
tentang batasan usia kehamilan, hal ini akan memberikan kelonggaran dan
kesempatan adanya pernikahan sirri atau pernikahan di  bawah umur,
fenomena yang banyak terjadi di kalangan remaja yang belum mencapai usia
perkawinan sudah melakukan hubungan seksual yang berakibat kehamilan di
luar perkawinan.

D. Akibat Hukum Kawin Hamil

1) Hak Nasab

Anak yang lahir dalam perkawinan atau kawin hamil mempunyai
nasab dengan kedua orang tuanya.

Anak zina menurut pandangan Islam, adalah anak suci dari segala
dosa karena kesalahan itu tidak dapat ditujukan pada anak tersebut, tetapi
kepada kedua orang tuanya (yang tidak sah menurut hukum). Oleh karena itu
anak hasil zina pun harus diperlakukan secara manusiawi, diberi pendidikan,
pengajaran, dan ketrampilan yang berguna untuk bekal hidupnya di masa

depan.

% Nurul Irfan,Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Isl&Fakarta: Amzah, 2012) h. 6.
*® AbdurrahmanKompilasi Hukum Islam Di Indonesi@lakarta: Akademika, 1992) h. 73.
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Tanggung jawab mengenai segala keperluan anak tersebut baik
materiil maupun spriritual adalah ibunya yang melahirkan dan keluarga
ibunya saja.

Mengenai status anak zina ini ada tiga pendapat :

a. Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah anak yang dilahirkan setelah
enam bulan dari perkawinan ibu bapaknya, anak itu dinasabkan
kepada bapaknyA.

b. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka dinasabkan
kepada ibunya karena diduga ibunya telah melakukan hubungan
seks dengan orang lain, sedangkan batas waktu hamil kurang dari 6
bulan.

c. Imam Malik dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal mengenai anak zina
ini tetap tidak mendapatkan nasab dari ayahnya dikarenakan
pembenihannya di luar nikah.

Di dalam pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang
telah dikemukakan, dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan
hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja.
Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat
dinasabkan kepada ayah biologisnya, meskipun secara nyata ayah  biologis
tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya

itu.

*’ Wahbah al ZuhailialFighu al-Islamiy wa AdillatuhpJilid X (Dimasyq:Dar al-Fikr, 1985), h. 7250.
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2) Hak Perwalian
Hubungan hukum vyang ditimbulkan antara orang tua dan anak
diantaranya adalah berkaitan wali, dalam hal ini adalah wali nikah. Seorang
anak perempuan untuk dapat melaksanakan akad nikah yang sah hendaknya
memenuhi syarat dan rukunnya, dalam Undang-undang Perkawinan dalam
Pasal 2 ayat (1) dikatakan bahwa “perkawinan adalah sah apabila dilakukan
menurut hukum masing-masing agamanya”, salah satu diantaranya adalah
wali.
Diantara macam-macam wali yaitu ;
a. Wali Nasab
Wali nasab adalah wali yang memperoleh hak sebagai wali karena
adanya pertalian darah. Jumhur sebagaimana Malik dan Syafii mengatakan
bahwa wali adalah ahli waris dan diambil dari garis ayah dan bukan dari
garis ibu. Berikut perincian urutan tingkatan wali nasab:
Tingkatan pertama, kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas
yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
Tingkatan kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau
saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
Tingkatan ketiga, kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki

sekandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
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Tingkatan keempat, kelompok saudara laki-laki sekandung kakek,
saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki méfeka.
b. Wali Hakim
Dalam Kompilasi Hukum Islam, wali nikah telah diatur pada
Bagian Ketiga pada Pasal 19 sampai pasal 23. Pada pasal 21 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa :
Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan,

kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai
erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai

wanita:

Pertama : kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni
ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua : kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau
saudara laki-laki kandung seayah dan keturunan laki-
laki mereka.

Ketiga . kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki
kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-
laki mereka.

Keempat : kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara

laki-laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka.

Menurut hukum Islam anak luar kawin tetap dianggap sebagai anak
yang tidak sah, sehingga seorang bapak tidak dapat menjadi wali nikah bagi
anak luar nikah karena dia lahir akibat hubungan diluar nikah, sehingga sang
anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, oleh karena

itu sang anak tidak mendapatkan hak nasab, hak wali, hak nafkah, hak waris.

3) Hak Waris
Anak yang lahir dalam perkawinan atau kawin hamil mempunyai

akibat hukum saling mewarisi antara orang tua dan anak, dalam Kompilasi

*® Ahmad Rofig,Hukum Perdata Islam Di Indonesi@lakarta, Raja Grafindo Persada, 2013) h. 66.
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Hukum Islam disebutkan dalam pasal 171 (c) bahwa yang disebut ahli waris
adalah orang yang pada saat perwaris meninggal :

a. Memiliki hubungan darah dengan pewaris;

b. Memiliki hubungan perkawinan dengan pewaris;

c. Beragama Islam;

d. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Dalam hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Muslim,
dijelaskan  pula bahwa, Aflah menetapkan bagimu tentang warisan untuk
anak-anakmu, bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang anak
perempuah(HR Muslim).

Berbeda dengan anak luar nikah, pada pasal 43 ayat (1) Undang-
undang No 1 Tahun 1974 telah menyebutkan bahwa “anak yang dilahirkan
diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan
keluarga ibunya”. Hal ini juga dikuatkan didalam Kompilasi Hukum Islam
mengenai waris pasal 186 vyang berbunyi : “anak yang lahir diluar
perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibu dan
keluarga dari pihak ibunya”. Oleh karena itu dia mewarisi dari ibunya saja.

Berkaitan dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No.
46/PUU-VIII/2010 yang diajukan oleh Aisyah Mochtar mengenai pengujian
Undang Undang Perkawinan Pasal 43 ayat 1 sehingga terdapat perubahan

rumusannya sebagai berikut :
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Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan
perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki
sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu
pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut
hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata
dengan keluarga ayahnya.
maka timbul hubungan hukum antara anak luar kawin dengan ayah
biologisnya yang nyata dan terbukti bahwa antara anak dan si ayah memiliki
hubungan darah atau si ayah adalah orang yang telah membenihkan si anak
di rahim ibunya tanpa ikatan perkawinan, sehingga dengan terbukanya
hubungan perdata tersebut, maka hak alimentasi antara anak luar kawin
dengan ayah biologisnya menjadi terj&fin.

Nurul Irfan menyebutkan bahwa MUI telah mengeluarkan fatwa
yang berkaitan dengan putusan MK, fatwa MUI tersebut adalah anak zina
juga bisa diberi jatah atau bagian harta ayah biologisnya dengan nama wasiat
wajibah, karena anak zina sama dengan orang tua angkat dan anak angkat
dalam hal sama-sama tidak bisa saling mewarisi, karena anak zina tidak
memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya melainkan hanya kepada

ibu kandungnya. Hal ini menurut MUl bukan sebagai bentuk diskriminasi

terhadap anak , tetapi sebagai upaya memelihara #asab.

% D.Y Witanto,Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kaiakarta: Prestasi
Pustakaraya, 2012) h. 269
% Nurul Irfan, Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Isl&hakarta: Amzah, 2012) h. 65.
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BAB I11
ANALISISMASHLAHAH DAN MAFSADAH KETENTUAN KAWIN HAMIL

DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Ketentuan kawin hamil dalam khazanah pemikiran hukum Islam terus
mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Perkembangan pemikiran tersebut
dipengaruhi oleh banyak faktor yang terkait dengan kondisi sosial budaya masyarakat
tertentu di wilayah tertentu. Pemikiran suatu masyarakat bisa berbeda dengan

masyarakat yang lain.

Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum Islam terapan yang berlaku khusus di
negara Republik Indonesia yang menjadi referensi utama bagi institusi institusi

negara yang mengeluarkan produk hukum tertentu sebagai penerapan hukum Islam
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oleh negara, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya, memiliki
ketentuan tentang kawin hamil yang diadopsi dari pemikiran Imam Abu Hanifah dan
Imam Al Syafi'i yang berbeda dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad. Hal
ini sangat menarik untuk dikaji lebih mendalam terutama yang terkait dengan
relevansi konsep tersebut untuk masa sekarang ini dengan menimbahtalah
dan mafsadahatau untung rugi bagi pembangunan masyarakat Indonesia khususnya
yang beragama Islam ke depan agar menjadi lebih baik.
A. Mashlahah dan Mafsadah Ketentuan Kawin Hamil dalam Kompilas

Hukum Islam (KHI)

Sebelum menguraikan lebih jauh tentang relevansi ketentuan kawin hamil
dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam untuk masa sekarang ini dan menimbang
mashlahahdan mafsadahdari konsep tersebut, akan lebih sempurna jika dijelaskan
terlebih dahulu tentang definisiashlahaldanmafsadah.

Dalam kitab usul fikihmashlalah adalah bentuk mufrad dari kata jamalk
mashalih berdasarkan wazaal maf'alah yang menunjukkan sesuatu yang banyak
kebaikan. Ahli bahasa bersepakat bahwa lawan perkataashlalah adalah
mafsadahyaitu yang bermaksud sesuatu yang banyak keburukannya.

Mashlatah ini mengacu kepada pemeliharaan terhadap limaah&uf{liyyat
al kham$ yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, hal ini
disebabkan manusia dapat bertahan hidup di atas lima pilar kehidupan tersebut.

Tanpa terpeliharanya lima hal ini tidak akan tercapai kemaslahatan kehidupan

! Muhammad Abu Zahrah, Ushul Figh (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h.544

50



manusia yang luhur secara sempurna. Oleh karena itu, kemuliaan manusia tidak bisa
dipisahkan dari pemeliharaan terhadap lima hal tersebut. Sama sekali tidak ditemukan
suatu perkara yang digariskan oleh Islam melalui al-Quran maupun Sunnah
melainkan terkandunmashlalah yang hakiki, walaupumashlalah tersebut samar-
samar pada sebagian orang yang tertutup oleh hawa nafsunya.

Mashlatah dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi tiga, ada yang wajib
melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya dan ada pula yang mubah
melaksanakannya. Demikian puteafsadah ada yang haram melaksanakannya dan
makruh melaksanakannya.

Apabila dijumpai duamashlalah dan harus dilakukan pada waktu yang
sama maka lebih baik dipilih yang palimgashlalah. Demikian pula sebaliknya,
apabila dijumpai duamafsadaldan harus dihadapi pada waktu yang sama maka yang
diutamakan memilimafsadahyang paling buruk akibatnya untuk dihindari. Apabila
berkumpul antaramashlalah dan mafsadah maka yang harus dipilih yang
mashlafahnya yang paling kuat. Dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya
maka menolakmafsadahlebih utama daripada meramashlalah, sebab menolak

mafsadahitu sudah merupakanashlalah. Sebagaimana dengan kaidah fikih:

Flall (o s pie il 5

% Abu Zahrah, ushul, h. 548
> Ahmad Al Mursi Husain JauhaWagashid Syari'ah(Jakarta: Amzah, 2009) h. xvi.
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“menolak mafsadah didahulukan daripada meraih masii4h

Ketentuan kawin hamil dalam KHI yang telah dijelaskan dalam pasal 53:
1. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinkan dengan pria
yang menghamilinya;
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat
dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak
diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketentuan tersebut mengandung pengertian bahwa seorang wanita yang
sedang hamil diluar nikah boleh dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya
tanpa harus menunggu wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya dan tidak
perlu dilakukan pernikahan ulang ketika wanita tersebut selesai melahiikagan
ketentuan tersebut memungkinkan bagi seorang wanita yang hamil diluar nikah
dengan usia kehamilan yang tua sekalipun dapat dinikahkan dengan laki-laki yang
menghamilinya. Kemungkinan yang paling ekstrim bisa saja beberapa saat sebelum
wanita yang hamil diluar nikah melahirkan anak yang dikandungnya dia dinikahkan
terlebih dahulu dengan laki-laki yang menghamilinya, maka dengan demikian dapat
merubah seratus delapan puluh derajat status anak yang baru saja dilahirkan tersebut.
Yang seharusnya dan jelas jelas anak tersebut adalah anak hasil hubungan luar nikah,

maka dengan siasat melakukan kawin hamil menjelang anak tersebut lahir dapat

merubah status anak tersebut menjadi anak sah.

* Ahmad Djazuli Kaidah-Kaidah Fikih (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2006), hal. 27
> AbdurrahmanKompilasi Hukum Islam di Indonesi@akarta: Akademika Pressindo, 1992), h. 73.

52



Logika hukum seperti diatas disimpulkan dari ketentuan-ketentuan yang
terdapat dalam KHI sendiri. KHI sudah jelas memiliki ketentuan kawin hamil yang
tercantum dalam pasal 53 seperti yang telah dijelaskan di atas dan konsekwensi
yuridis dari adanya konsep kawin hamil tersebut adalah “legalisasi” dari anak hasil
hubungan luar nikah tersebut menjadi anak sah seperti yang tercantum dalam pasal 99
huruf (a). Pasal 99 huruf (a) tersebut mengandung dua cakupan anak sah. Yang
pertama, anak sah adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang sabh.
Artinya, anak tersebut memang dibenihkan atau hasil pembuahan dari pasangan
suami isteri yang sah meskipun ketika anak tersebut lahir kedua orang tuanya sudah
bercerai. Cakupan yang kedua, anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam
perkawinan yang sah. Artinya, bisa saja anak tersebut adalah anak yang dibenihkan
atau hasil pembuahan dari adanya hubungan biologis antara seorang laki-laki dan
seorang wanita yang bukan pasangan suami isteri, namun sebelum anak tersebut lahir
kedua orang tua biologisnya sudah berstatus sebagai pasangan suami isteri yang sah.

Jika dirunut lebih jauh lagi, maka besar sekali implikasi hukum dari kawin
hamil tersebut. Yang semestinya anak tersebut adalah anak hasil hubungan luar nikah
(perbuatan zina) yang berarti tidak ada pertalian nasab dengan ayah biologisnya,
maka dengan melakukan kawin hamil anak tersebut berubah status menjadi anak sah
dan memiliki pertalian nasab dengan ayah biologis yang telah beralih status menjadi
ayah sahnya. Setelah memiliki pertalian nasab dengan ayahnya, maka memiliki
rentetan implikasi hukum yang panjang, memiliki hak saling mewarisi dengan

ayahnya, ayahnyapun juga memiliki hak menjadi wali nikah jika anak tersebut
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berjenis kelamin perempuan ketika akan menikah serta hubungan hukum yang lain
antara anak kandung dan ayah kandung.

Dari uraian tentang implikasi hukum dari ketentuan kawin hamil dalam KHI,
dapat dianalisis untuk ditimbang dan ditakar kemaslahatan apa yang didapatkan dari
konsep tersebut pada satu sisi dan pada sisi yang lain juga dapat dirasakan dan
diperkirakan kerusakan apa saja yang terjadi atau yang mungkin terjadi sebagai akibat
dari konsep tersebut.

Memang tidak dapat disangkal bahwa dalam pandangan Islam, setiap anak
yang terlahir di dunia ini dalam keadaan suci. Dia tidak mewarisi dosa dari siapapun
dan tidak terkait dengan keburukan yang dilakukan oleh siapapun. Dia suci bersih
dari segala noda dan dosa sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW sebagai

berikut:
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“Tiada seorang bayi pun melainkan dilahirkan dalam fitrah yang bersih.

Maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi,

sebagaimana binatang melahirkan binatang keseluruhanya. Apakah

kalian mengetahui di dalamnya ada binatang yang rumpung hidungnya?

Kemudian Abu Hurairah membaca ayat dari surat ar-Rum : 30 ini

(tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut

fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang

lurus.” (HR: Bukhari)®

Meskipun dia diciptakan sebagai akibat dari perbuatan zina yang dilakukan

oleh kedua orang tua biologisnya dan dilahirkan tanpa adanya ikatan perkawinan
yang sah antara kedua orang tuanya, maka menurut Islam, anak tersebut tetap anak
yang suci dan tidak menanggung segala keburukan yang dilakukan oleh kedua orang

tuanya. Anak tersebut harus dijaga harkat dan martabatnya sebagaimana anak-anak

yang lain.

Ketentuan kawin hamil dan ketentuan anak sah menurut KHI sangat
terinspirasi oleh spirit pandangan Islam tentang anak yang terlahir di dunia ini
sebagaimana yang dijelaskan di atas. Oleh karena anak yang terlahir di dunia ini
dalam keadaan suci dan bersih tanpa melihat apakah anak tersebut hasil dari
perbuatan zina atau hasil dari perkawinan yang sah, maka hak-hak anak tersebut
harus dilindungi. Apalagi anak tersebut dilahirkan ketika sudah ada ikatan
perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya, maka tidak boleh dibedakan lagi

apakah anak tersebut dalam proses pembenihannya ketika belum ada ikatan

® Muhammad Fuad Abdul Bagil- Lu’lu’ Wal Marjan: Mutiara Hadits Shahih Bukhari dan
Muslim,(Jakarta: Ummul Qura, 2011.) h. 217.
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perkawinan yang sah antara kedua orang tuanya atau memang anak tersebut
dibenihkan ketika kedua orang tuanya telah berstatus sebagai suami isteri yang sah.

Ketentuan tersebut lebih banyak berorientasi untuk kepentingan anak.
Ketentuan itu memberikan perlindungan yang maksimal bagi anak yang dilahirkan
dalam perkawinan yang sah sehingga anak tersebut mendapatkan hak-haknya secara
wajar, sehingga sebagai seorang anak tanpa merasa terganggu apakah dia dahulu
dalam proses pembenihannya dihasilkan dari perbuatan zina atau dihasilkan dari
hubungan suami isteri yang sah. Inilah yang menjadi titik yang krusial dari ketentuan
kawin hamil dan juga anak sah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Dengan ketentuan tersebut, terkandung kemaslahatan yaitu menyelamatkan
dan melindungi anak yang dilahirkan ketika kedua orang tua biologisnya sudah
berstatus sebagai suami isteri yang sah walaupun anak tersebut dibenihkan ketika
kedua orang tua biologisnya belum menikah. Dengan demikian, anak tersebut
memiliki segala status dan hak yang sama dengan anak sah yang “sejati” yaitu anak

yang dihasilkan dari hubungan suami isteri yang sah.

Dengan menyandang status sebagai anak sah tentu sangat berdampak positif
terhadap perkembangan si anak itu sendiri baik dari sisi mental-psikologis anak,
sosial budaya masyarakat di sekelilingnya dan lain sebagainya.

Akan tetapi di sisi yang lain, penerapan ketentuan kawin hamil dalam KHI
membawa implikasi-implikasi yang negatif. Satu hal yang nyata terjadi bahwa

dengan adanya legalisasi kawin hamil dan diakuinya anak yang dikandung oleh
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wanita yang melakukan kawin hamil sebagai anak sah, maka banyak sekali angka
kawin hamil yang tercatat di Kantor Urusan Agama. Itu artinya banyak sekali angka
kehamilan di luar nikah dan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan, hal ini
disebabkan kalangan muda mudi yang sedang berpacaran di zaman sekarang tidak
lagi merasa malu, gelisah atau panik jika si perempuannya hamil sebelum nikah.
Mereka menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi yaitu melakukan kawin
hamil. Yang lebih miris lagi, kawin hamil sekarang ini bukan lagi dianggap sebagai
aib yang memalukan, tetapi sudah menjesihd yang dianggap biasa dan wajar saja
tanpa merasa malu melakukannya. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan, mereka
tidak akan cepat-cepat menikah sebelum si perempuan hamil duluan. Faktor lain yang
juga mendukung munculnytaend tersebut, para pelaku kawin hamil sama sekali
tidak merasa risau dan menyesal dengan perbuatan hamil di luar nikah yang
dilakukannya karena anak yang dikandungnya tersebut akan mendapat pengakuan
hukum sebagai anak sah yang sama persis dengan anak yang dihasilkan dari
perkawinan yang sah.

Dampak buruk lain yang diakibatkan dari adanya ketentuan hukum kawin
hamil tergambar dari data statistik tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama
yang dilatar belakangi bahwa pasangan yang melakukan perceraian tersebut dahulu
adalah pelaku kawin hamil. Mereka menikah karena terpaksa yang disebabkan si
perempuannya sudah hamil terlebih dahulu. Maka untuk menutupi aib tersebut,
mereka melakukan kawin hamil. Jadi pernikahan yang mereka jalin tidak dilandasi

oleh niat yang suci dan tulus untuk beribadah tetapi dilandasi oleh keterpaksaan. Jadi
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pondasi kehidupan rumah tangga yang mereka bangun relatif rapuh, akibatnya ketika
ada sedikit masalah yang menerpa kehidupan rumah tangga, mereka mudah sekali

untuk melakukan perceraian.

Dengan adanya fenomena tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa legalisasi
kawin hamil dan diakuinya anak yang dikandung oleh wanita yang melakukan kawin
hamil sebagai anak sah, maka semakin memberi peluang semakin tingginya angka
kehamilan di luar nikah dan lebih jauh lagi semakin membuka kesempatan kepada
para muda mudi yang sedang berpacaran untuk melakukan perzinahan. Mereka
semakin merasa enteng untuk melakukan perbuatan dosa besar itu karena mereka
berpikir kalaupun perbuatan zina yang mereka lakukan berbuah hamil di luar nikah,
maka solusinya mudah yaitu melakukan kawin hamil dan anak yang dikandung
tersebut sudah pasti berstatus anak sah. Namun apabila tidak hamil, mereka menunda
untuk menikah (tetapi terus melakukan perbuatan zina) karena belum siap dengan
resiko dan tanggung jawab sebagai pasangan suami isteri. Bahkan pada masyarakat
tertentu, muncul sebuah opini yang menyesatkan yaitu pasangan muda mudi yang
sedang berpacaran merasa perlu melakukan hubungan seksual sebelum menikah
sebagai uji coba untuk mengetahui pasangannya mandul atau tidak. Kalau sudah
berkali-kali mereka melakukan hubungan seksual di luar nikah tetapi wanitanya tidak
hamil juga maka berarti dia mandul dan pihak laki-lakinya urung menikahinya dan
malah meninggalkannya karena dianggap wanita pasangannya itu tidak dapat

memberikan keturunan. Akan tetapi kalau wanitanya bisa hamil, maka pihak laki-
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lakinya akan menikahi wanita pasangannya yang hamil tersebut dengan perasaan
bangga karena tidak lama lagi dia akan mendapatkan keturunan yang berstatus
sebagai anak sah.

Mungkin adanya legalisasi kawin hamil seperti yang diatur dalam KHI dan
diakuinya anak yang dikandung oleh wanita yang melakukan kawin hamil sebagai
anak sah, dianggap oleh para perumus ketentuan tersebut sebagai solusi darurat atas
terjadinya kecelakaan hamil di luar nikah. Akan tetapi seiring dengan perkembangan
zaman, ketentuan tersebut disalahgunakan oleh kaum remaja Indonesia dewasa ini
terutama kaum muda mudi yang sedang berpacaran untuk “mencicipi” perbuatan
yang mestinya hanya boleh dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah.

Di samping alasan-alasan tersebut di atas, adanya legalisasi kawin hamil dan
diakuinya anak hasil kawin hamil sebagai anak sah, akan menimbulkan kekaburan
nasab yang sangat mengkhawatirkan. Seolah olah tidak ada perbedaan sama sekali
antara anak yang dihasilkan dari perkawinan yang suci dan terhormat dengan anak
yang dihasilkan dari perbuatan zina yang keji dan hina. Sementara syariat Islam
sangat mementingkan kesucian nasab sebagai salah satu dari lima hal gbokok (
kulliyyat al kham} yang harus ditegakkan untuk menjaga kelangsungan kehidupan
manusia yang bermartabat. Apabila kesucian nasab tidak dijaga, maka salah satu pilar
kehidupan manusia yang bermartabat akan runtuh.

Ketentuan kawin hamil yang ditindak lanjuti dengan ketentuan anak sah
dalam KHI tidak lain hanyalah upaya “pencucian nasab” yang akhirnya berakibat

pada “pengaburan nasab” yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam yang
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mengajarkan agar pemeluknya menjaga kesucian dan kejelasan nasab. Yang
semestinya janin yang dikandung adalah hasil dari perbuatan zina tetapi dengan
melakukan kawin hamil, nasab janin tersebut “dicuci” sehingga berubah menjadi
anak sah yang nasabnya bersambung kepada suami sah dari ibu yang melahirkannya,
seolah olah anak tersebut dihasilkan dari hubungan suami isteri yang suci.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan betapa besar
dampak negatif atamafsadatyang ditimbulkan dari ketentuan kawin hamil menurut
KHI yang sudah mulai kehilangan relevansinya. Tidak sebanding dengan
kemaslahatan yang ingin diraih dari adanya ketentuan tersebut. Lagipula Rasulullah

SAW sudah memberi batasan yang tegas melalui sabda beliau :
Jp.J-\ JJA\&Uj uru\J_:.U .Ujj\

Anak itu adalah milik pemilik ranjang (suami dari perempuan merdeka

yang melahirkannya/tuan dari budak perempuan yang melahirkannya)

dan bagi pezina adalah batu.

Berdasarkan hadis tersebut dapat ditarik kesimpulan hukum bahwa anak yang
dilahirkan sebagai akibat dari adanya pernikahan yang suci, maka nasab dari anak
tersebut bersambung kepada ayahnya sedangkan anak yang dilahirkan sebagai akibat
dari perbuatan zina maka nasab anak tersebut hanya bersambung kepada ibunya dan
tidak bersambung kepada ayah biologisnya.

Hadis ini dilatar belakangi dari peristiwa yang diriwayatkan dari Malik dari

Al Zuhri dari Urwah bin Zubayr dari Aisyah yang berkata: Utbah bin Abi Waqqgas
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berwasiat kepada saudaranya (Sa’ad bin Abi Waqgas): Sesungguhnya anak dari
budak perempuan Zam’ah adalah anakku maka ambil dan peliharalah dia, lalu Aisyah
berkata: Ketika tahun penaklukkan kota Makkah, Sa’ad mengambil anak tersebut dan
berkata: Ini anak saudaraku, sesungguhnya saudaraku (Utbah) telah berwasiat
kepadaku untuk mengambilnya, maka berdirilah Abd bin Zam’ah dan berkata: Dia
adalah saudaraku, anak budak perempuan ayahku yang dilahirkan oleh ibunya ketika
sudah menjadi milik ayahku. Lalu mereka berdua saling mengadukan kepada
Rasulullah SAW, lalu Sa’ad berkata: Wahai Rasulullah, Ini adalah anak saudaraku
(Utbah) yang berwasiat kepadaku untuk mengambilnya, lalu Abd bin Zam’ah
berkata: Dia adalah saudaraku, anak dari budak perempuan ayahku yang dilahirkan
ketika ibunya sudah menjadi milik ayahku. Lalu Rasulullah SAW bersabda: Dia
milikmu wahai Abd bin Zam’ah, kemudian Rasulullah SAW bersabda: Anak itu
adalah milik pemilik ranjang (suami dari perempuan merdeka yang melahirkannya
atau tuan dari budak perempuan yang melahirkannya) dan bagi pezina adalah batu.
Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Saudah: Berhijablah darinya ketika
Rasulullah SAW melihat ada kemiripan antara anak tersebut dengan Utbah bin Abi
Waqqgas, maka anak tersebut tidak pernah melihat Saudah sampai dia meninggal
dunia’

Muhammad bin Jarir al Thabary berpendapat bahwa maksud dari hadis
tersebut adalah bahwa anak yang disengketakan antara Sa’ad bin Abi Waqggas dan

Abd bin Zam’ah itu oleh Rasulullah SAW diputuskan sebagai milik Abd bin Zam’ah.

" muwattha' biriwataini bab ad da'waa wa al syahadaat wa ud'u an nakadbits 843 juz 3 hal. 287.
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Kepemilikan dalam hal ini adalah sebagai budak bukan saudara karena anak tersebut
adalah anak budak perempuan dari ayah Abd bin Zam’ah. Setiap budak perempuan
yang melahirkan anak bukan dari benih tuannya, maka anak yang dilahirkan tersebut
juga merupakan budak. Sementara dalam hadis tersebut tidak diceritakan adanya
pengakuan tuan budak perempuan tersebut (Zam’ah) untuk menggaulinya (sehingga
anak tersebut lahir). Jadi tidaklah masuk akal memahami hadis tersebut bahwa
Rasulullah  SAW memutuskan anak tersebut sebagai anak Zam’ah sementara
Rasulullah SAW memerintahkan saudara anak tersebut (Saudah) untuk berhijab
darinya.

Dengan berdasar pada pendapat Muhammad bin Jarir al Thabary tersebut
diatas yang terkait dengan hadis diatas, penulis berpendapat bahwa Rasulullah SAW
sangat menjaga kemurnian nasab, anak hasil perbuatan zina tidak bisa serta merta
menjadi anak sah yang bersambung nasabnya dengan ayah biologisnya hanya karena
beberapa saat sebelum anak tersebut dilahirkan, ibu dari anak tersebut
melangsungkan pernikahan dengan ayah biologis anak tersebut.

Dengan menimbangiashlalah dan mafsadahdari ketentuan kawin hamil
menurut KHI maka penulis berpendapat bahwa untuk masa sekarang ini lebih besar
dampak negatif yang ditimbulkannya daripada dampak positif yang ingin diraih, oleh

karena itu berdasarkan kaidah fikih :

Flall (o s pie dulill 5
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maka perlu dilakukan peninjauan ulang tentang ketentuan kawin hamil dan perlu
dilakukan rekonsepsi tentang kawin hamil agar lebih relevan untuk masyarakat

Indonesia sekarang ini.

B. Ketentuan yang Relevan untuk Masa Sekarang

Dengan melihat situasi dan kondisi masyarakat Indonesia yang sedang
berada di tepi jurang dekadensi moral yang cukup parah terutama yang terkait dengan
pergaulan bebas antara muda mudi, maka diperlukan upaya pencegahan agar tidak

semakin parah.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan
melakukan peninjauan ulang ketentuan kawin hamil dan ketentuan definisi anak sah.
Untuk keperluan tersebut, ada baiknya jika dikaji kembali pemikiran para ulama
klasik tentang kawin hamil. Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama yang menolak
adanya kawin hamil. Menurutnya, wanita yang sedang hamil diluar nikah tidak boleh
dinikahkan dengan laki laki manapun termasuk dengan laki laki yang menghamilinya
kecuali setelah wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Pendapat ini
didasarkan pada alasan agar tidak terjadi kekaburan antara anak hasil hubungan zina
dengan anak hasil dari pernikahan yang sah. Itulah mengapa Islam mengharamkan
perzinahan dan mensakralkan pernikahan. Perbuatan zina adalah perbuatan keji yang
pelakuknya berdosa besar serta mendapat hukunawdeh sedangkan nikah adalah

perbuatan yang mulia dan terhormat yang bernilai ibadah, hasil dari perbuatan keji
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dan hasil dari perbuatan ibadah tentu tidak sama. Anak hasil perbuatan zina dan anak
hasil dari pernikahan yang sah harus dibedakan dan tidak boleh dikaburkan. Islam
sangat menjaga kesucian keturunan sebagai salah satu dari lima hal @lekok (
kulliyyat al-kham} selain agama, jiwa, akal dan harta yang hendak ditegakkan oleh
syariat Islam. Untuk membedakan secara tegas itulah, Imam Ahmad mengharamkan

kawin hamil.

Pendapat Imam Ahmad tersebut selain untuk membedakan secara tegas antara
anak hasil perbuatan zina dengan anak hasil pernikahan yang sah, juga menimbulkan
efek mencegah perbuatan keji dan munkar. Dengan diterapkannya pendapat ini, orang
berpikir ulang untuk melakukan perbuatan zina. Disamping dosanya sangat besar juga

akan mengotori kesucian kehormatan dan keturunannya.

Dalam rangka untuk membedakan antara anak hasil perbuatan zina dalam hal
ini ini kawin hamil dengan anak hasil pernikahan yang sah, juga perlu dilakukan
rekonsepsi tentang anak sah yang terdapat dalam KHI. Al Syafi'i misalnya
memberikan batasan untuk membedakan keduanya. Anak sah adalah anak yang
dilahirkan paling cepat enam bulan setelah akad nikah kedua orang tuanya. Apabila
anak tersebut dilahirkan kurang dari enam bulan setelah pernikahan ke dua orang
tuanya, maka berarti anak tersebut adalah anak hasil perbuatan zina yang tidak dapat

diberikan status sebagai anak sah.
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Anak yang sah dan anak hasil perbuatan zina (walaupun anak tersebut
dilahirkan setelah kedua orang tua biologisnya kemudian menikah) memiliki
kedudukan dan hak-hak yang berbeda. Anak hasil perbuatan zina nasabnya hanya
bersambung kepada ibu kandungnya, dia tidak memiliki hubungan nasab dengan
ayah biologisnya. Oleh karena itu secara hukum menurut Al-Syafi’i, anak tersebut
tidak memiliki hak apa-apa atas ayah biologisnya. Demikian pula sebaliknya, ayah
biologis anak tersebut juga tidak memiliki hak apa-apa atas anak tersebut. Antara
anak hasil perbuatan zina dan ayah biologisnya tidak dapat saling mewarisi, jika anak
tersebut perempuan, maka ayah biologisnya tidak dapat menjadi wali atas anak
tersebut ketika akan menikah, intinya tidak ada hubungan hukum antara anak tersebut
dengan ayah biologisnya, dia hanya memiliki hubungan hukum dengan ibu yang

melahirkannya.

Pendapat Al-Syafi'i ini membedakan dengan sangat tegas antara anak yang
dibenihkan dari hasil pernikahan yang sah dengan anak yang dibenihkan dari
perbuatan zina walaupun ketika anak tersebut dilahirkan kedua orang tuanya sudah
dalam keadaan menikah. Al-Syafi'i mengganggap bahwa hasil dari perbuatan yang
halal di jalan Allah tidak akan sama dengan hasil dari perbuatan keji yang dibenci
oleh Allah. Inilah poin penting dari pemikiran Al-Syafi'i tentang anak sah dan anak
hasil perbuatan zina. pendapat ini sebagaimana pendapat Imam Ahmad yang
mengharamkan kawin hamil sangat ampuh untuk membuat orang yang akan

melakukan perbuatan zina berpikir berkali-kali mengingat begitu besarnya dampak
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negatif dari perbuatan keji itu. Bukan hanya pelaku perbuatan zina itu saja yang

merasakan dampak buruknya tetapi anak yang dibenihkan dari perbuatan zina juga
ikut merasakannya. Oleh karena itulah Islam melarang keras perbuatan zina, bahkan
mendekati perbuatan zina saja sudah diharamkan. Islam melarang keras perbuatan
zina karena perbuatan tersebut merusak salah satu dari lima hal pokok yang dijaga

oleh syariat Islam yaitu keturunamag).®

Pendapat Imam Ahmad yang menolak kawin hamil dan pendapat Imam Al-
Syalfi'i tentang anak sah ini setidaknya memiliki dua alasan kuat untuk diikuti,
pertama, karena memang berbeda antara hasil perbuatan yang dihalalkan oleh Allah
(hubungan suami isteri yang sah) dengan hasil perbuatan yang diharamkan oleh Allah
(perbuatan zina) dan konsekwensi yuridis antara keduanya juga sangat berbeda,
kedua, pendapat kedua imam mazhab tersebut menjadi palang pintu yang efektif
untuk mencegah angka kehamilan di luar nikah sebagai akibat perzinahan yang

semakin tidak terkendali.

Pendapat Imam Ahmad dan Imam Al-Syafi'i yang tegas membedakan antara
anak hasil hubungan suami isteri yang sah dan anak hasil perbuatan zina, tidak berarti
menelantarkan masa depan anak hasil perbuatan zina. Anak tersebut tetap harus
dijaga dan diperhatikan perkembangan dan masa depannya agar menjadi generasi
yang lebih baik daripada kedua orang tuanya. Walaupun tidak ada hak saling

mewarisi antara anak tersebut dengan ayah biologisnya, tetapi Islam masih

® Ahmad Al Mursi Husain Jauha¥agashid Syari'ah(Jakarta: Amzah, 2009) h. 143.
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memberikan solusi untuk menjaga keadaan perekonomian anak yang tidak bersalah
itu yaitu sang ayah biologis dibolehkan menghibahkan sebagian hartanya kepada
anak darah dagingnya itu. Demikian pula apabila anak tersebut perempuan, walaupun
ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali atas anak tersebut ketika akan menikah,
Islam masih memberikan solusi yaitu anak perempuan tersebut masih bisa dinikahkan

dengan mengangkat wali hakim.

Dengan uraian tersebut diatas, pendapat Imam Ahmad dan Imam Al-Syafi’i
ini memiliki dua karakter yang kuat. Di satu sisi bersifat tegas tentang status dan
kedudukan serta hak-hak anak sah yang tidak dimiliki oleh anak hasil perbuatan zina
dan di sisi yang lain bersifat solutif terhadap anak hasil perbuatan zina agar masa
depannya tetap cerah dan diharapkan menjadi generasi yang lebih baik daripada

kedua orang tuanya.

Pendapat Imam Ahmad dan Imam Al-Syafi’i inilah yang lebih relevan untuk
diadopsi menjadi hukum positif di Indonesia agar moralitas remaja masyarakat
Indonesia khususnya yang menyangkut tata pergaulan antara laki-laki dan perempuan

tetap terjaga.
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BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, penelitian ini dapat
disimpulkan sebagai berikut:
1. Mashlahah diberlakukannya konsep kawin hamil dan konsep anak sah di dalam
KHI adalah untuk menyelamatkan anak hasil dari hubungan seks pranikah untuk
memperoleh status sebagai anak sah dan mendapatkan hak-hak sebagai anak sah.

Selain itu bagi pasangan pelaku perzinahan yang berujung kehamilan dapat
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melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu kelahiran terlebih dahulu. Aib
yang ditimbulkan dari perzinahan yang berujung kehamilan dapat segera
tertutupi sehingga yang tampak adalah sebuah pernikahan yang menjunjung
tinggi hukum Islam dalam berpasang-pasangan yang bertujuan menjalankan
sunnah rasul dan membentuk keluargsekinah mawaddah wa rahmah.
Mafsadah diberlakukannya ketentuan kawin hamil dalam KHI adalah
memberikan legitimasi atau pembenaran kepada pelaku perzinahan, sebab
dengan diberlakukannya ketentuan KHI tersebut maka masalah-masalah hukum
yang timbul akibat perzinahan tersebut dapat teratasi dengan baik, tanpa ada
perbedaan antara perkawinan yang ideal dengan perkawinan kawin hamil, begitu
juga dengan status keabsahan anak yang dihasilkan dari kedua jenis perkawinan
tersebut. Oleh karenanya fenomena hubungan seks pranikah atau perzinahan
semakin memprihatinkan, begitu juga dengan perkawinan kawin hamil yang
terus meningkat di kalangan para remaja (seperti yang dituturkan bapak Bahrul
Ulum, Kepala KUA Kecamatan Bangil).

. Filosofi dari adanya ketentuan kawin hamil menurut Kompilasi Hukum Islam
yang bertujuan untuk menyelamatkan masa depan anak hasil hubungan seksual
di luar nikah, sekarang ini sudah kehilangan relevansinya. Justru ketentuan
tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan asusila dan semakin
menyemarakkan perzinahan. Hal ini jika dibiarkan terus berlanjut, maka akan
terjadi dekadensi moral yang lebih parah. Dengan perubahan situasi, kondisi dan

pola pikir masyakat Indonesia itulah, maka perlu dilakukan peninjauan ulang
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ketentuan kawin hamil. Sudah saatnya untuk kembali kepada pemikiran ulama
klasik khususnya pendapat Al-Syafi'i yang membatasi jarak antara waktu akad
nikah dan waktu anak dilahirkan minimal enam bulan. Dengan pendapat itu,
sedikit banyak akan membantu mengerem angka perzinahan di kalangan muda
mudi di Indonesia tanpa mengorbankan masa depan anak yang dihasilkan dari
perbuatan zina. Oleh karena anak hasil perbuatan zina, walaupun nasabnya tetap
tidak bisa bersambung dengan ayah biologisnya, tidak dapat saling mewarisi
harta dengan ayah biologisnya dan bila anak tersebut perempuan juga ayah
biologisnya tidak berhak menjadi wali atas anak tersebut ketika akan menikah,
tetapi hukum Islam masih memberi solusi agar masa depannya tidak sesuram
yang dibayangkan. Hukum Islam memberi solusi bahwa agar masa depan
perekonomian anak tersebut tetap terpelihara, maka ayah biologisnya boleh
menghibahkan sebagian hartanya kepada anak tersebut dan ketika anak
(perempuan) nya tersebut akan menikah, maka masih ada wali hakim yang dapat
menikahkannya.
B. Saran
Skripsi ini hanyalah stimulus agar lebih digalakkan kajian ulang tentang
ketentuan kawin hamil dan anak sah yang lebih relevan untuk masyarakat Indonesia
sekarang ini. Agar suatu aturan perundang undangan betul-betul mendatangkan
kemaslahatan bagi umat dari segala aspek. Jangan hanya berorientasi tujuan jangka

pendek tetapi mengandung kemafsadahan yang lebih luas.
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Apabila telah ditemukan rumusan ketentuan kawin hamil yang paling relevan
untuk masyarakat Indonesia saat ini, selanjutnya perlu dilakukan komunikasi dengan
para pemangku kepentingan, agar masyarakat Indonesia dapat diselamatkan dari

kemerosotan moral yang lebih parah.

Peneliti menyadari bahwa sesungguhnya penelitian yang kami lakukan ini
kiranya masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu masih perlu adanya perbaikan-
perbaikan lagi dalam penelitian berikutnya, dengan harapan bahwa semoga penelitian
ini bisa membuka wacana kita dalam memahami kawin hamil dan konsekwensinya
dalam analisis mashlahah dan mafsadah. Oleh karenanya penulis sangat
mengharapkan kritik dan saran bersifat membangun demi berkembangnya disiplin

keilmuan hukum Islam seiring berkembangnya peradaban manusia.
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